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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai sumber dasar hukum negara dan identitas nasional
bangsa tentunya menjadi pedoman bagi berbagai gerak dan langkah seluruh
komponen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara kita. Keadilan sosial
mempunyai makna bahwa sebuah keadilan penting bagi warga negara yang
berkaitan dengan persamaan derajat seluruh rakyat. Selain itu, sila yang kelima
dari Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas, simbol ini melambangkan
kekayaan dan kemakmuran.

Tujuan sila kelima Pancasila adalah untuk menegaskan bahwa keadilan
sosial adalah keadilan yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat,
baik materiil maupun spiritual. \Warga Negara Indonesia harus diperlakukan
secara setara dalam berbagai bidanﬂ seperti, hukum, budaya, politik, ekonomi,
pendidikan, dan kemasyarakatan. Keadilan sosial juga berarti menciptakan

keseimbangan antara kehidupan-pribadi dan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalampembukaannya alinea 4, termaktub cita-cita
mulia bangsa Indonesia, yaitu:

a. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. memajukan kesejahteraantﬂ u ¥y 1N 14
C. mencerciaskw kehldupan bangsa dan ~RV2
f/ A\ //(. A M: 2% ‘\
d. ikpt melaksanakén ketertiban dunia yan \b‘erdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tentu saja dalam perwujudan sila kelima Pancasila dan tujuan negara
tersebut perlu upaya dan strategi yang terencana secara terpadu dan
komprehensif yang diimplementasikan dalam pembangunan baik nasional
maupun daerah. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan umum
adalah dengan meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah
segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelayanan
publik dalam bentuk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ditetapkan bahwa visi
pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
dengan fokus pada pelayanan dasar. Menurut Presiden Indonesia Bapak
Jokowi, dalam acara Peresmian Peluncuran Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pada tanggal 15
Juni 2023, disampaikan bahwa Gross National Income (GNI) per kapita di tahun
2023 telah mencapai angka 5 ribu dolar AS. Perkiraan GNI per kapita di tahun
Indonesia Emas 2045 berada di kisaran 23.000 hingga 30.300 dolar AS.

Presiden juga menyoroti tingkat kemiskinan, yang meskipun telah
mencapai angka single digit yaitu 9,57 persen, masih dianggap tinggi. Namun,
pada tahun 2045, tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun signifikan
menjadi 0,5 sampai 0,8 persen. Bapak Presiden juga menekankan tiga hal
pokok sebagai acuan, yang pertama adalah menjaga stabilitas bangsa sebagai
prasyarat untuk mencapai kemakmurfn. Kedua, pentingnya keberlanjutan dan
kesinambungan dalam kepemimpinen, diibaratkan sebagai tongkat estafet
pembangunan. Ketiga, Presiden menekankan pentingnya sumber daya
manusia sebagai kekuatan besar Indonesia, namun juga mengingatkan bahwa
kualitas SDM harus menjadi fokus perbaikan, mencakup aspek fisik,
keterampilan, karakter produktif, dan disiplin. Penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi juga dianggap sebagai bagian integral dari perbaikan yang
diperlukan. AR MR

Sebagalmana dlsampalkanH Ba;l)élé /EDreSIden maka “stabilitas bangsa
merupakan prasya%t utama dalam mencapai kéme@kmufan bangsa Termasuk
juga stabiiitas bangsa diperlukan untuk penyelenggaraan pemitinan umum yang
adil dan demokratis. Kondisi politik dan sosial yang stabil menciptakan
lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses
demokratis, termasuk Pemilu 2024. Pemilihan umum yang bebas dan adil juga
menjadi indikator utama dalam indeks demokrasi. Jika stabilitas bangsa terjaga
dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik, ini dapat meningkatkan posisi Indonesia
dalam indeks demokrasi. Indeks demokrasi mencakup parameter yang menilai
proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya

politik dan kebebasan sipil.



Untuk mendukung konsolidasi demokrasi dan menjaga integritas Pemilu
2024, maka harus dipastikan bahwa proses demokratisnya berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Selanjutnya dalam hal partisipasi
politik, maka sesuai data dari KPU! jumlah pemilih pemilu 2024 berdasarkan
kelompok usianya (per Juli 2023) yaitu generasi Z (1995-2000an) sebanyak
46.800.161 dari total pemilih 204.807.222 sebagai pemilih pemula yang artinya
mereka saat ini termasuk yang duduk di bangku SMA. Oleh karena itu
pendidikan politik bagi siswa SMA dapat memainkan peran kritis dalam
membentuk pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif generasi Z dalam
proses demokrasi, serta memberikan dampak positif pada dinamika pemilihan
umum 2024 yang mengarah pada konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Selain itu perlu diperkuat netralitas ASN, agar ASN tetap netral dan tidak
terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pelanggaran netralitas ASN dapat
memiliki dampak serius pada proses demokratis, terutama. Partisipasi ASN
yang tidak netral dapat merugikan ittegritas pemilthan dan mengarah pada

da tahun 2021 sesuai data KASN pada
September 2023 terdapat 250 pengaduan atas pelanggaran netralitas ASN

ketidaksetaraan persaingan politik: P

dengan 138 rekomendasi atat 88 % cari pengaduan, sementara di tahun 2022
bertambah jumlahnya menjadi 2% kasus dengan rekomendasi yang sudah
diterbitkan KASN sebanyak 50 atau 30 % dari 169 laporan yang diselesaikan
(tersisa 48 kasus masih dalam proses). Hal ini menunjukkan adanya tantangan
serius terkait netralitas ASN yang merlupakan faktor kunci dalam konsolidasi
demokrasi; terutama menjetang Pemnlu 2004 Pemngkatan ini perlu_menjadi
perhiatian SELjus uAtu& mencegah dampak negaﬁf péda proses depaokratis.
Setanjutnya dalam menjaga keberlangsungan proses  demokrasi
terutama mendekati Pemilu 2024, maka layanan Administrasi Kependudukan
(Adminduk) memiliki peran krusial. Meskipun mungkin tidak terlihat secara
langsung sebagai layanan dasar, layanan Adminduk menjadi fondasi untuk
semua aspek pelayanan publik. Keberhasilan pemilu tergantung pada

keakuratan identitas, perlindungan hak sipil, dan data kependudukan yang

1 Nabilah Muhamad. "KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial”,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-
kelompok-gen-z-dan-milenial diakses pada tanggal 26 September 2023



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial

tersedia. Layanan Adminduk menyediakan dokumen identitas resmi,
memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, dan menyediakan data
kependudukan nasional yang menjadi landasan perencanaan pemilu. Tertib
Adminduk yang terpadu menciptakan dasar yang konsisten dan stabil,
mendukung integritas pemilu. Dengan menyediakan data dan informasi yang
diperlukan, Adminduk juga mendorong partisipasi demokratis yang kuat,
membangun dasar yang kokoh untuk penyelenggaraan pemilu yang adil dan
transparan.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sukses merupakan fondasi penting
untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia.
Keberhasilan pemilu tidak sekadar menggambarkan kelancaran proses yang
demokratis dan adil, melainkan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap
arah pembangunan nasional. Keberhasilan pemilu menciptakan dasar untuk
stabilitas politik. Proses pemilihan yang demokratis dan adil menghasilkan
pemerintahan yang memiliki IegitimaTi kuat; menciptakan landasan yang stabil
untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintahan yang
terpilih secara sah memicu kestabilan poalitik, yang merupakan prasyarat untuk
pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemilu yang sukses juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat.
Tingginya tingkat partisipasi menciptakan masyarakat yang terlibat dan peduli
terhadap arah negara mereka. Hal ini membawa implikasi positif terhadap
pembangunan nasional, di \rﬂ???ﬁ%%?}(aﬂﬂdan program-program pemerintah
mencermjnkan \aspwasr dan*kebutuhan-il masyarakat Dampak positif lainnya

-’J‘{“_/‘\

adalah term‘ptIanygl\gﬂnlmaa yang lebih tinggi UL‘I uk emenntahan yang terpilih.
Dengan-pemimpin yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat, keputusan-
keputusan strategis untuk pembangunan nasional dapat diimplementasikan
dengan lebih efektif. Adanya dukungan yang luas dari masyarakat juga
meningkatkan peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan
yang kompleks.

Pentingnya pemilu yang sukses juga tercermin dalam citra dan
kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Pemilu yang demokratis dan
adil memperkuat reputasi negara di mata dunia, menciptakan kondisi yang

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional. Kepercayaan



internasional adalah faktor kunci dalam menjalin kemitraan dan investasi yang
dapat mempercepat pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan
hanya tentang menentukan pemimpin politik, tetapi juga tentang membentuk
masa depan pembangunan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-
prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat yang aktif adalah pilar utama yang
mendukung visi pembangunan

Sesuai uraian di atas, Penulis berkeinginan meneliti lebih pelayanan
publik yang akan dituangkan dalam Kertas Karya liImiah Perseorangan (Taskap)
dengan judul “PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK GUNA MENDUKUNG
KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
NASIONAL”.

2. Rumusan Masalah
Berlandaskan latar belakang iermasalahan tersebut, rumusan masalah
dalam Taskap ini “Bagaimana Peningkatan Pelayanan Publik Guna Mendukung
Konsolidasi Demokrasi Dalam RangkasPembangunan Nasional”’, dan dari
rumusan permasalahan tersebut; makapeserta menyusun pertanyaan kajian sebagai
berikut:
a. Bagaimana Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mendukung
Konsolidasi Demokrasi?
b. Bagaimana Konsolidasi_\ P\emok@sj“ jd_alam Mendukung Pembangunan
Nasiopal? -~~~ DARMAALELLL, ‘ o
c. Bagaihana SN Poningkatan Kualitss PAANMEE B ik daiam Rangka

mencapai Tujuan Pembangunan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud dari Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, melakukan
analisis, dan mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam
meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk
mendukung konsolidasi demokrasi serta mendukung pembangunan

nasional.



b. Tujuan
Tujuan dari Taskap ini adalah untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran
kepada Pemerintah dan berbagai lembaga terkait yang bertanggung jawab
dalam merancang kebijakan, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
sebagai bagian dari pendukung konsolidasi demokrasi dalam konteks

pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika
a. Ruang lingkup
Ruang lingkup dari penyusunan Taskap ini dibatasi pada ruang lingkup
peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan terutama Pendidikan
politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula, serta netralitas ASN dan
layanan administrasi kependudukan guna mendukung konsolidasi
demokrasi yang berdampak dalam mendukung keberhasilan pembangunan
nasional.
b. Sistematika
BAB | : PENDAHULUAN
Bagian awal ini bertin sebagai pengantar yang menjelaskan
pentingnya pelayanan pubhk bidang pendidikan terutama pendidikan
politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula, serta netralitas ASN
dan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas sebagai
faktor kunci daIiTAﬁwdﬁung konsolidasi demokrasi dan

ﬁ)_embangunan r%sional. Peringkatan pela& nan, tersebut akan
merr%%“ﬁnpak positif dalam me')%rur% kon‘s%lidasi demokrasi,
mempercepat pembangunan nasional, sefta—meningkatkan
kesejahteraan dan pengurangan disparitas antar wilayah.
Pembahasan mengenai Peningkatan Pelayanan Publik Guna
Mendukung Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Pembangunan
Nasional ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran, analisis,
serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut. Ruang lingkup Taskap ini
menggunakan pendekatan dengan perspektif nasional yang

bertujuan agar analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka



teori yang digunakan.

BAB Il : LANDASAN PEMIKIRAN
Menguraikan Tinjauan Pustaka yang digunakan untuk kepentingan
pembahasan pada bab berikutnya. Dalam bab ini dijelaskan
mengenai peraturan perundang-undangan yaitu Pancasila, UUD
1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan
pelaksanaan yang terkait, serta teori yang melandasi pembahasan
dan analisis tulisan ini, yakni terkait pelayanan publik. Di samping itu,
bab ini akan membahas data dan fakta yang menggambarkan situasi
aktual dari pelayanan publik bidang pendidikan terutama pendidikan
politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula, serta netralitas ASN
dan layanan administrasi kependudukan

BAB lll : PEMBAHASAN
Bab ini memaparkan analisis setiap pokok-pokok bahasan dari
rumusan masalahn dengart menggunakan teori terkait, peraturan
perundang-undangan, serfa data dan fakta yang telah dijelaskan
dalam bab sebelumnya.

BAB IV: PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dengan dilengkapi
penyelesaian permasalahan. Merekomendasikan hasil pembahasan
untuk Peningkatan Pelayanan Publik Guna Mendukung Konsolidasi

Demokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional

"HARI ",'J,ﬂ

TANHANA MANGR)
5. Metode dan PendLjR&tah’ ['~|:-'=‘-.“ SR

a. Metode
Metode yang diterapkan dalam penyusunan Taskap ini adalah metode
analisis deskriptif yang diperkuat dengan studi kepustakaan.
Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode PEST. "Menurut
Ward dan Peppard (2002, p70-72)?, analisis PEST adalah suatu
pendekatan untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan eksternal dalam

bisnis, yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. PEST

2 Gambaran dari PEST Analysis. https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-pest-analysis-menurut-
para-ahli-dan-contoh-tesis-pest-analysis/ diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 06.00



https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-pest-analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pest-analysis/
https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-pest-analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pest-analysis/

digunakan untuk menganalisis pasar dari perspektif sebuah unit bisnis atau
organisasi tertentu. Tujuan dari analisis PEST adalah untuk memberikan
kerangka pemahaman terhadap situasi yang ada dan untuk mengevaluasi
strategi, posisi perusahaan, rencana pemasaran, atau ide bisnis. Melalui
analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru atau ancaman
yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnisnya".
b. Pendekatan

Pendekatan dalam penyusunan Taskap ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan perspektif kepentingan nasional serta analisis multidisiplin

ilmu sesuai kerangka teori yang digunakan.

6. Pengertian
a. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 12 Pelayanan Publik

yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesual dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang

lingkup pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan,

pengajaran, pekerjaan, perumahan, komunikasi dan informasi, kesehatan,
jaminan sosial, perbankan, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor-
sektor strategis lainnya.

b. Ombudsman Republik IndorK?_jfnmang selanjutnya disebut Ombudsman
dalam tJndan -Undang‘ng‘mor 3ta 'ﬂn 20068-Pasa] 1*.adalah lembaga
negara fé\ng ﬁ\Munyai kewenangan l\ﬂa'%r%gwlr‘:;siApenyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyetenggara negara
dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta
badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran

3 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1
ayat (1)

4 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia Pasal 1 ayat (1)



pendapatan dan belanja daerah”.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan
menurut Undang-Undang 37 Tahun 2008 Pasal 1°.

. Menurut Huntington®, Konsolidasi Demokrasi adalah proses memperkuat
dan mempertahankan institusi demokrasi serta nilai-nilai demokratis dalam
suatu negara. Pada dasarnya, konsolidasi demokrasi melibatkan
pembangunan dan penguatan institusi-institusi politik, hukum, dan sosial
yang mendasari sistem politik demokratis. Proses ini meliputi pembentukan

dan penyempurnaan konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan,

perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Konsolidasi demokrasi juga melibetkan penguatan partai politik, kebebasan
pers, dan partisipasi akiif masyarakatidalam proses politik.
. Pembangunan Nasional diartikan scbagai “transformasi ekonomi, sosial dan
budaya secara sengaja melalut*kebijakan dan strategi menuju arah yang
diinginkan. Deddy T. Tikson’ menambahkan penjelasan tentang
transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan
produksi yang cepat di selj&)him?vs’trcil dan jasa mempunyai kontribusi

terhada Kendapatan n?s.lonal semakin' hesar-Sebaliknya, ia mengkritisi
1T NFM\M : = GRVA.} .
kKentriusi—sekt tamian akan menjadi Kinkecil dan-berbanding
terbatik—dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.
Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian
kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya
sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih,
fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan

5 Ibid, Pasal 1 ayat (3)

6 Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.
7 Nurcholis, H. dll. (2016). Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Tangerang Selatan:
Universitas Terbuka. HIm. 7
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bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya
perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, Pergeseran dari
penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan
tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

f. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 18, Pendidikan adalah
‘usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

g. Pencatatan sipil adalah suatu lembaga hukum yang mengadakan
pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan
sejelas-jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas
peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang.

h. Kependudukan adalah hal ih ang berkaitan dengan jumlah, struktur,
umur, jenis kelamin, agama, k iran, perkawinan, kehamilan, kematian,
persebaran, mobilitas dan kua serta ketahanannya yang menyangkut

politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA

8 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat (1)
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BAB I
LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi
Peningkatan Pelayanan Publik guna mendukung Konsolidasi Demokrasi dalam
rangka Pembangunan Nasional. Identifikasi dilakukan terhadap sumber data
sekunder berupa peraturan, data/fakta, dan lingkungan strategis. Peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Taskap ini
meliputi peraturan terkait dengan pelayanan publik, serta peraturan pendukung
lainnya yang terkait dengan pelayanan publik dalam sektor pendidikan. Data
dan fakta yang dikumpulkan terkait dengan sumber daya dan tujuan yang ingin
dicapai dalam pelayanan publik. Lingkungan strategis global, regional dan
nasional menyajikan isu-isu besar yang terkait dengan pelayanan publik. Selain
itu identifikasi faktor lingkungan-internal (strenghts and weaknes) dan faktor

lingkungan eksternal (opportunities and threats) juga diperlukan.

8. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan
Taskap ini adalah: 1
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional® mengatur berbagai aspek struktur, kurikulum, dan bidang terkait
pendidikan di Indonesig Has4R 8/ dgriy uhdang-undang ini secara tegas
menyatakam Hahr/va tu}uan dari pehdigi:\i}l@ﬂg ARI0el [~adalah  untuk
mengembangkan-peotensi peserta didik sehingga merekasmenjadi individu
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak
yang luhur, kesehatan yang baik, ilmu pengetahuan yang luas, kemampuan
yang mumpuni, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 11: Pasal ini menyatakan bahwa
penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan,

kesetaraan, dan berkeadilan.

9 Ibid. HIm. 3
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b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia'® memiliki pasal yang relevan yang menjadi fokus perhatian, yaitu
Pasal 4. Pasal ini menegaskan bahwa salah satu fungsi Ombudsman adalah
menerima, melakukan pemeriksaan, dan menyelesaikan pengaduan
masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diduga tidak
mematuhi ketentuan perundang-undangan atau mengandung pelanggaran
administratif.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik!?,
Pelayanan Publik merupakan landasan hukum kunci yang menetapkan
prinsip-prinsip, norma, standar, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan
pelayanan publik di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban
masyarakat serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyelenggara
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan adil.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN)*?, Pasal 2 huruf f: “Penyelejggaraan kebijakan dan manajemen ASN
berdasarkan pada asas netralitas, Pasa!l © ayat (2): setiap pegawai ASN
tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak
kepada kepentingan siapapun®, ¢an Pasal 10: “Pegawai ASN berfungsi
sebagai pelaksana kebjjakan=publik; pelayan publik; dan perekat dan
pemersatu bangsa

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?'3

Pasal 18: Undang- Undang Nomor 23 TFahun 2014 tentang Pemerintahan

OHA \RMM 4
Daerah men?atur mengenan petayanai. dasar yang harus disediakan oleh
- I « H b | \_/‘ ‘\
pemerlntaﬁ da kepada masyarakat. Isuasg 94 menegaskan bahwa

pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat
dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterpenuhan yang merata.

f. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negerit4. Pada Pasal 30 huruf a s.d h menjelaskan

10 Republik Indonesia (4). op. cit. HIm. 3

11 Republik Indonesia (1). loc. cit

12 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal
2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10

13 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 18 dan Pasal 24

14 Republik Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2021 tentang
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terkait tugas Ditjen Dukcapil yaitu menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
menjelaskan terkait dengan Netralitas yang berdefinisi keadaan Pegawai
ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk
pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Selain itu regulasi ini membahas terkait tata cara pengawasan, pembinaan

dan supervisi pengawasan serta laporan hasil pengawasan.

9. Data dan Fakta

a. Jumlah Pemilih Berdasarkan Generasi atau Usia
Tabel h Pemilih

sartia 251 Usial®

No Generasi Nilai/Pemilih

1 | Generasi Milenial (kela tahin 1980-1994) 66.822.389

2 | Generasi X (kelahiran i3 1965-1979) 57.486.482
3 | Generasi Z (1995-2000-an) 46.800.161
4 | Baby Boomer (kelahiran tahun 1946-1964) 28.127.340
5 | Pre-Boomer (kel@ﬁmml&ahun 1944) 3.570.850
TANHANA MANGRVA

Eerdasarkan-Tabel |, generasi mileniai-merupakan=generasi dengan
jumlah pemilih terbesar, yaitu sebesar 66.822.389 orang. Generasi milenial
adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 1996. Generasi ini
merupakan generasi yang paling banyak menggunakan media sosial dan
teknologi digital.

Generasi X merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar

Kementerian Dalam Negeri Pasall 30
15 Nabilah Muhamad. op.cit
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kedua, yaitu sebesar 57.486.482 orang. Generasi Z merupakan generasi
dengan jumlah pemilih terbesar ketiga, yaitu sebesar 46.800.161 orang.
Generasi baby boomer merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar
keempat, yaitu sebesar 28.127.340 orang. Generasi pre-boomer merupakan
generasi dengan jumlah pemilih terbesar kelima, yaitu sebesar 3.570.850.
Jumlah pemilih berdasarkan generasi atau usia di Indonesia dapat
menjadi informasi penting bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun

program dan kebijakan yang tepat sasaran.

b. Dukungan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemilu 2024
DUKUNGAN DUKCAPIL PADA PEMILU 2024

PENYERAHAN PENYERAHAN SINKRONISASI AKSES DATA
DAK2 DP4 DATA
Proses pemadanan Menyediakan akses
data dan updating pemanfaatan data

data pemilinyang  kependudukan
berubzh karena mati, KPU RI dan KPUD yang
pindah datang berfungsi untuk

14 OKTOBER 2022

14 DESEMBER 2
Jumlah Penduduk Nasional:  Jumlah BPA Na
275,361,267 jiwa 204,656,053

Gambar 1 Dukungan Kependudukan-dan.Catatan Sipil pada Pemilu 202416
Pemilu.__ 2024 m&&%mﬂemilihan ymum  yang  akan
diselen&;fg\%ﬂdﬂjﬁdonesia pada tanggMMN:@ﬁJ\é‘ﬁ\Zom. Pemilu ini
akan.mewmilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan<Pcrwakilfan Rakyat
(DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan fasilitasi penyelenggaraan

6 Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. Perkembangan Perekaman Ktp-El Dan Penerapan Identitas

Kependudukan Digital. Materi Paparan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam Rapat Koordinasi
Tindaklanjut Data Pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Dps Pemilu Tahun 2024. 1 Mei 2023
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pemilu dengan menjamin akurasi Data Agregat Kependudukan per
Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
(DP4). Proses pemadanan data dan updating data pemilih terus dilakukan
karena jumlah penduduk yang akan melakukan pemilihan akan selalu
berubah seiring berjalannya waktu, hal tersebut juga Dirjen Dukcapil
menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU RI dan
KPUD vyang berfungsi untuk melakukan verifikasi Nomor Induk
Kependudukan (NIK)

c. Highlight jumlah laporan Masyarakat di Ombudsman RI tahun 2019-2023

Tabel Il Jumlah Laporan Masyarakat tahun 2019-2023

m GRAND | PERSENTASE
TOTAL

Laporan Masyarakat (LM) 7480 [6.2414 6.167 "6.781 27.039  40.44%

——

Respon Cepat Ombudsman 1437 68 343 5.14%

(RCO)

Investigasi atas Prakarsa Sendiri ‘IIS 38 10 549 0.82%
Konsultasi Non Laporan , 600 %780 11524 787 29471 44.08%
Tembusan 5\ 28?,'/ 2354 2481 255 6370 9.53%
GRAND TOTAL . 803 18.293 22311 1790 66.864  100%

Jika dilihat dari data Tabel |l di atas, data kinerja Ombudsman selama

empat tahun terakhir menunjukkan-beberapa tren menarik yaitu sebagai

berikut: DHARMMA
g Juﬂ;érNI!'MﬂENg%Ier (Laporan MasyarMAM@gBly&pada tahun 2022

_meningkat dlbandlngkan dengan tahun 2020 def_202%. Hal ini
mengindikasikan bahwa masyarakat semakin aktif dalam melaporkan
permasalahan mereka kepada Ombudsman.

e Peningkatan yang signifikan terlihat pada jumlah LM vyang
ditindaklanjuti melalui mekanisme RCO (Respon Cepat Ombudsman).
Ini menunjukkan bahwa Ombudsman berhasil meningkatkan efektivitas
penyelesaian sengketa melalui pendekatan tersebut, yang dapat

membantu mengurangi beban peradilan.
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Jumlah Investigasi atas Prakarsa Sendiri pada tahun 2022 mengalami
penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2019, 2020, dan 2021.
Hal ini bisa mencerminkan pergeseran prioritas Ombudsman atau
perubahan dalam cara menangani masalah yang diidentifikasi tanpa
laporan dari masyarakat.

Peningkatan yang signifikan terjadi dalam jumlah Konsultasi Non
Laporan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
semakin aktif dalam menghubungi Ombudsman untuk mendapatkan
nasihat atau informasi tanpa harus membuat laporan formal.

Jumlah Tembusan terus meningkat. Ini mungkin menunjukkan bahwa
Ombudsman semakin efektif dalam berkolaborasi dengan berbagai
instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Peningkatan akses masyarakat terhadap Ombudsman adalah indikator

positif. Hal ini bisa disebabkan| oleh upaya Ombudsman untuk

meningkatkan transparan enogedukasi masyarakat tentang peran
mereka, dan membuat lay. n mereka lebih mudah diakses.
Secara keseluruhan, dat | menggambarkan bahwa Ombudsman
telah mengalami perkembangan positif dalam beberapa aspek
kinerjanya, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, efektivitas

penyelesaian sengketa, dan aksesibilitas layanan mereka.

d. Output layanan admini%ﬁi)&qqupwﬁkan (Adminduk)

Olu&Nleayanﬁn gdministrasi kepehr}l(kﬁ@&\}ﬁdminduk)w yang

dinasilkanoteh ll\rllas Dukcapil kabupaten/kota bukanhanya KTP-el, Akta

Kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK). Hasil dari layanan Dukcapil banyak

ragam atau jenisnya. Secara garis besar, output layanan Dukcapil

dikelompokkan jadi 2, yakni data kependudukan dan dokumen

kependudukan.

1) Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

17Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan
dalam Mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jakarta, 13

Maret 2023



17

pencatatan sipil. Sebagaimana amanat undang-undang Adminduk, data
kependudukan digunakan untuk semua keperluan, di antaranya untuk
pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Data kependudukan meliputi data perseorangan dan data agregat.

2) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. dokumen
kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, KTP-el &
KIA, surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat
keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar
negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran,

surat keterangan lahir mati, surat keterangan pembatalan perkawinan,

surat keterangan pembata perceraian, surat keterangan kematian,

surat keterangan pengangkaian anak, surat keterangan pelepasan
kewarganegaran Indonesi ratkeierangan pengganti tanda identitas,

surat keterangan pencatatan sipil; akia kelahiran, akta kematian, akta

n

perkawinan, aktia perce , akta pengakuan anak dan akta
pengesahan anak.
e. Hasil Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Bidang Administrasi

K dudukan dan C ToY]
ependudukan dan atétamﬁlﬂMMA
TAN HANA:'./p"lasi Kinerja Pe/aym.aMAN]GRVA 3.202318

[~ —_—
ﬂa;g\lilai Kategori LT ElT Persentase EM%a

Kab/Kota

4,51 -5,00 A 16 Pelayanan Prima

16,93% :
4,01 -4,50 A- 71 Sangat Baik
3,51-4,00 B 119 Baik

43,58% :
3,01 - 3,50 B- 105 Baik (Dengan Catatan)
2,51-3,00 C 80 Cukup

29,18% |Cukup (Dengan

2,01 - 2,50 C- 70 Catatan)

18 Ibid. HIm. 29
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1,51 -2,00 D 24 Tidak Baik
1,01 -1,50 E 3 6,03% |Sangat Tidak Baik
0-1,00 F 4 Gagal
0 NA 22 4,28% NA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 86 Tahun 2022, Penilaian Dukcapil di Kabupaten/kota secara
keseluruhan dapat dinyatakan Baik dengan jumlah presentase Layanan
Dukcapil yang dikategorikan Baik dan Sangat Baik yaitu 16,93% + 43,58%
= 60,51%. Sementara untuk jumlah presentase 29,18% Layanan Dukcapil
berkategori cukup dan untuk kategori kabupaten/kota dengan layanan
publik tidak baik atau gagal senilai 6,03%. Serta terdapat 22 kabupaten/kota
atau senilai 4,28% data N/A (Not Available).

10.Kerangka Teoritis

a. Pelayanan Publik
Menurut Lijan Poltak Si bela’® “Pelayanan Publik merujuk pada

upaya penyelenggaraan negar tuk memenuhi keinginan dan kebutuhan
masyarakat. Negara, yang stepsinya bergantung pada dukungan
masyarakat, memiliki tujuan ma untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah atau birokrasi negara harus
mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, yang tidak terbatas
pada kebutuhan mdw@atﬁagwwencakup beragam kebutuhan yang
diharap h masyarakat, seperti pelayanan ke pendidikan, dan
lais sebiz&aﬂy?la l& éeﬁ%
Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009%° tentang
Pelayanan Publik, komponen standar pelayanan publik meliputi:

e Dasar Hukum: Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

dalam penyelenggaraan pelayanan.
e Persyaratan: Persyaratan teknis dan administratif yang harus

dipenuhi oleh pemohon pelayanan.

19 Sinambela, P. Lijan dkk, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi, 2017,
PT Bumi Aksara, Jakarta, h.5
20 Republik Indonesia (3). Pasal 21. Him. 21
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e Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang telah
ditetapkan, termasuk batas waktu penyelesaian.

e Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan.

e Produk Pelayanan: Hasil pelayanan yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

e Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana, termasuk pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.

e Pengawasan Internal: Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

e Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Tata cara
penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.

e Jaminan Pelayanan: Kepastian bahwa pelayanan akan dilaksanakan
sesuai dengan standaryang-ditetapkan.

e Evaluasi Kinerja Pelaksana: Penilaian untuk menilai sejauh mana

pelaksanaan kegiatan sesuai-dengan standar pelayanan yang telah

ditetapkan.”

Selanjutnya Lijan P Sinambela?’ menyatakan bahwa secara
teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima
yang tercermin dari: ‘DH ARM MA
1) _trah i, i-pelayanan bersii e ugdah dan dapat
FANHATA TANERVA

diaksEs

2) akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai ketentuan peraturan Per-UU-an

3) kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima layanan

4) partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

21 Sinambela, op.cit., him. 6



20

5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi

6) keseimbangan hak dan kewajiban, vyaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik
Menurut Gaspersz, yang dikutip oleh Lijan P. Sinambela, kualitas pada
dasarnya merujuk pada konsep dasar bahwa kualitas terdiri dari
sejumlah keistimewaan produk. Ini mencakup keistimewaan langsung
yang secara konkret dapat dilihat, serta keistimewaan atraktif yang
memenuhi harapan pelanggan dan memberikan kepuasan saat produk

digunakan."

b. Konsolidasi Demokrasi
Konsolidasi Demokrasi?’ adalah “proses memperkuat dan

mempertahankan institusi demokrasi serta nilai-nilai demokratis dalam

suatu negara. Pada (dasa , ‘konsolidasi  demokrasi melibatkan

pembangunan dan penguatan institusi-institusi politik, hukum, dan sosial
yang mendasari sistem palitik okratis. Proses ini meliputi pembentukan
dan penyempurnaan konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan,
perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang
efektif. Konsolidasi demokrasi juga melibatkan penguatan partai politik,

kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.”

RM
C. Pemba1r1 u'rqlan Nasiona‘pHA MA RV
0 B AR R Stono. M.si. darn el AN B N rehotfe, M.si. 22

yang—mengutip Emil Salim (sebelumnya, sebagai—erteri Negara
Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983)
pengertian Pembangunan adalah Pembangunan berkesinambungan
(sustainable development) sebagai “suatu proses perubahan yang di
dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi

pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam

22 Huntington, op.cit.
23 Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. Modul Diklat Pembangunan
Masyarakat Desa dan Kota.
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keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa
depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia”.

Pada teori "Dualistic Development," Prof. Dr. Mohammad Sadli**
menyatakan bahwa pembangunan nasional di Indonesia harus
memperhatikan perbedaan antara sektor modern dan tradisional. Teori ini
mengakui adanya dualisme ekonomi dan sosial di Indonesia, yaitu adanya
sektor modern yang maju dan berkembang pesat, sementara sektor
tradisional masih tertinggal dan menghadapi berbagai masalah. Menurut
Sadli, sektor modern harus terus didorong untuk berkembang dan berperan
sebagai lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi
lain, sektor tradisional harus diberdayakan dan dibantu untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saingnya agar dapat mengurangi kesenjangan
ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ini menekankan

pentingnya pengembangan sektor industri, pertanian modern, dan

infrastruktur sebagai pendor periumbuhan ekonomi, sambil tetap
an kemiskinan dan kesenjangan sosial.
, MiSi., dan Prof. Dr. Hanif Nurcholis?®,

ing /yang digunakan untuk mengukur

memperhatikan upaya pengen
Menurut Dr. Drajat Tri Ka

M.Si., ada tiga indikator p

pembangunan:

1. Kekayaan Rata-Rata: Indikator pertama ini mengukur keberhasilan
pembangunan dengan melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini
mencerminkan produktivi ahrm%}/’arakat atau negara setiap tahunnya,
yang umumnaya diuRr dengan méﬂggunakan Produk Nasional Bruto
(PN‘E‘?\ar?laU ‘6:'83% [National Product (Gl\Mﬁ‘H\%Bnerﬁcakup rillai barang
danjasa yang dihasilkan oleh penduduk negara Setama satu tahun,
termasuk produksi yang dilakukan oleh warga negara yang berada di
luar negeri, tetapi tidak termasuk produksi perusahaan asing di dalam
negara tersebut.

2. Pemerataan: GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator

keberhasilan pembangunan. Pemerataan juga sangat penting.

25 Sadli, Prof. Dr. Mohammad, Pembangunan Ekonomi di Indonesia" (Economic Development in
Indonesia), 1980, Rajawali Press
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Meskipun negara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, jika
kekayaan tersebut tidak didistribusikan secara merata di antara
penduduknya, hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan yang
signifikan. Pemerataan mempertimbangkan sejauh mana kekayaan
didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.

3. Kualitas Kehidupan: Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan
penduduk adalah dengan menggunakan Physical Quality of Life Index
(PQLI). PQLI mengukur tiga indikator utama, yaitu harapan hidup
setelah umur satu tahun, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf.
Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas hidup
penduduk sebuah negara."

Dengan mempertimbangkan ketiga indikator ini, kita dapat
mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang sejauh mana
pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

penduduk suatu negara.

11.Lingkungan Strategis

Identifikasi lingkungan strategis @iperlukan untuk memperoleh gambaran

mengenai ketahanan, kekurangan;-antaman, dan peluang dalam peningkatan
pelayanan publik. Identifikasi lingkungan strategis dijabarkan sebagai berikut:
a. Lingkungan Global

1) Indeks Demokrasi Global R

) T
1" lu 4,3

Mer]urqt Iaporan terbaru Democracy tndex 2022 dari Economist
Intell/genJce L|fnf{ mdeks demokrasi global anehunJukkan stagnaasi dengan
skor—5,29 dari 10, naik hanya 0,01 poin dari tahun—Sebelumnya.
Penurunan kualitas demokrasi sebelumnya terjadi selama pandemi
Covid-19, tetapi dalam tahun 2022, tidak ada pemulihan yang signifikan.
Dari 167 negara yang dianalisis, hanya 43,1 persen yang dapat
dikategorikan sebagai negara demokratis, dengan sebagian besar
termasuk dalam demokrasi tak sempurna atau demokrasi cacat. Negara
dengan label demokrasi penuh naik menjadi 24, meningkat dari 21 pada
tahun sebelumnya. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah

Malaysia, Timor Leste, dan Filipina dalam kualitas demokrasi. Meskipun
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ketiganya memiliki rezim demokrasi cacat, nilai Indonesia, sebesar 6,50,
kalah dari Malaysia (7,30), Timor Leste (7,06), dan Filipina (6,73).
Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (Public Service Index) mencerminkan
sejauh mana pemerintah menyediakan layanan dasar kepada
masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kesejahteraan rakyat, dan
mengukur sejauh mana alokasi anggaran pemerintah mendukung
peningkatan kesejahteraan. Indikator ini mencakup aspek vital seperti
kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, infrastruktur transportasi, listrik, dan
konektivitas internet. Selain itu, kemampuan negara untuk melindungi
warganya juga menjadi pertimbangan. Peningkatan indeks pelayanan
publik diharapkan dapat berdampak positif pada kesejahteraan
masyarakat dan menunjukkan efektivitas alokasi anggaran pemerintah.

Evaluasi terhadap indikator ini juga memberikan perspektif perbandingan

seiring waktu dan dapat jadiacuan untuk peningkatan sistem

pelayanan publik. Pada tahun 2023, rata-rata indeks pelayanan publik
global mencapai 5,43 poin.d
(10 poin) hal ini berarij Af

terendah, sementara Islandi

10mAfghanistan memiliki indeks tertinggi
nistan. memiliki pelayanan publik yang
emiliki indeks terendah (0,9 poin) artinya
pelayanan publik di Islandia sudah terlaksana dengan sangat baik
Konflik dan Ketidakstabilan Politik:

Konflik dan ketidaksiahi pofitik di beberapa negara dapat
men anl% t pelayargrﬁkézg:'g’ltanﬂﬁan pendidikan, Pergolakan politik

ngkekera ﬁapat menyebabkan W%&gn pepduduk dan

gangguan pada layanan kesehatan dan pendidikarn di—daerah-daerah

dan

terdampak. Upaya penyelesaian konflik dan stabilisasi politik menjadi
penting agar pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan dapat
berjalan secara efektif.

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menciptakan dampak global
yang signifikan. Dari segi ekonomi, sektor pangan dan energi merupakan
yang paling terpengaruh. Baik Rusia maupun Ukraina adalah produsen
gandum skala besar di dunia, dan konflik ini telah mengganggu rantai

pasokan, yang berpotensi memicu krisis pangan global. Selain itu, Rusia
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memiliki peran besar dalam produksi energi, dan sikap negatif Barat
terhadap Rusia telah menciptakan ketidakstabilan dalam harga energi
yang berdampak luas”.?®

4) Kebijakan Internasional dan Bantuan Pembangunan:

Kebijakan internasional, termasuk kebijakan perdagangan dan
bantuan pembangunan, dapat mempengaruhi ketersediaan dana dan
sumber daya untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia.
Kebijakan perdagangan yang tidak adil dapat mempengaruhi harga obat
dan peralatan medis, sementara bantuan pembangunan yang tidak tepat
dapat menentukan prioritas pembangunan yang tidak selaras dengan
kebutuhan lokal. Kolaborasi antarnegara dan kerjasama internasional
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi
penting dalam mengatasi tantangan global. Terkait inflasi, Dana Moneter
Internasional (IMF) telah mengeluarkan prediksi bahwa pertumbuhan
ekonomi global akan imengalami penurunan pada tahun 2024. Untuk
memastikan realisasi proyeksi ini, Indonesia harus segera mengambil
langkah-langkah antisipatif dalem gangka pendek dan menengah untuk

menghadapi potensi krisis.

b. Lingkungan Nasional:
1) Geografi

Geografi Indonesia yang luas dan beragam merupakan tantangan
unik dalam penyediaan peja¥am;m gubhk yang merata di seluruh wilayah
nusantara Dengan rljbua;n& hp\dialtil yang fersebar, aksssibilitas menjadi
masngrll l'u{ Ma ‘Pemerintah perlu bhe m\yeé‘ﬂsj\l \Jd;ﬂam infrastruktur
transportasi dan teknologi informasi untuk memastikan—koneksi yang
lebih baik antara wilayah-wilayah terpencil dan perkotaan. Selain itu,
kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi sektor pertanian dan
perikanan. Pentingnya sektor ini dalam menyediakan kebutuhan pangan
bagi penduduk Indonesia menuntut pelayanan publik yang efektif dalam

mendukung pertanian berkelanjutan, seperti penyuluhan pertanian,

26 Bahan Paparan Gubernur Lemhanas Juli 2022 Ketahanan Nasional di Era Geo V Andi Widjajanto
h.5
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pengelolaan irigasi, dan teknologi modern untuk meningkatkan
produktivitas sektor tersebut.
Demografi:

Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam dengan
jumlah penduduk yang mencapai 277,7 juta jiwa pada tahun 2023.
Populasi ini terdiri dari lebih dari 300 berbagai suku, agama, ras, dan
budaya. Demografi yang kompleks ini mempengaruhi permintaan dan
karakteristik pelayanan publik. Perbedaan budaya, agama, dan adat
istiadat di setiap wilayah memerlukan pendekatan yang sensitif dan
inklusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah harus
mampu mengakomodasi kebutuhan dan keinginan beragam masyarakat
dalam penyusunan kebijakan dan program publik. Demografi juga
berdampak pada sekior kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan

layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan harus diupayakan untuk

mencapai seluruh lapisan masyarakat. Investasi dalam kesehatan

masyarakat dan peningk mutu pendidikan akan memberikan
dampak positif dalam me katkan kualitas hidup dan daya saing
bangsa.
Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan kekayaan Indonesia yang harus
dikelola dengan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan akan memis‘fﬁwl ketangsungan pembangunan nasional.
Namup, dalam mepg adapt—tan éﬂgan yang b%kaitan dengan isu
Iingkungarlﬁ‘esw&onservasi, kita jugaMé\f&Gm%mﬁerhatikan hal ini.
Pentingnya mengelola sumber daya alam secara efisSiendan transparan
adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya tersebut
didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketika
berbicara tentang peningkatan pelayanan publik terkait izin dan regulasi
di sektor industri, kita harus berfokus pada perlindungan lingkungan,
hak-hak masyarakat, dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.
Ideologi

Ideologi Pancasila menjadi landasan filosofis negara Indonesia

yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti Ketuhanan Yang Maha
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Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Meskipun demikian, pada kondisi saat ini, ada tantangan
terkait dengan degradasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam layanan publik dapat
memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan masyarakat dan
stabilitas negara. Menghadapi dinamika sosial dan politik saat ini,
layanan publik yang berbasis pada ideologi Pancasila dapat menjadi alat
untuk meredam potensi konflik dan meningkatkan solidaritas nasional.
Dengan demikian, Pemilu 2024 bukan hanya menjadi ajang politik
semata, tetapi juga kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih
kuat untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berlandaskan pada
nilai-nilai Pancasila.
Politik

Pada saat mendekati Pemilu 2024, perkembangan politik
Indonesia cenderung'semakin dinamis. Pemilihan umum selalu menjadi

periode intensitas politik, "di mana munculnya berbagai isu dan

persaingan di tingkat nasional’dan lokal. Partai politik akan berkompetisi
untuk memenangkan dukungan warga, sementara pemilih akan mencari
pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan
kesehatan yang dlfha.]\dﬁﬁlh \ra,we:f_:;lal]'aw Faktor seperti pemberantasan
korups,l pembangunan infrastrodud, ddn penanganan pandemi COVID-
19 kemun kMan akan menjadi soroké‘ mé;nz;j§elaln itu, isu-isu
fingkungan, keadilan sosial, dan kesetaraan juga dapat memainkan
peran penting dalam diskusi politik.

Pentingnya layanan publik, terutama dalam pendidikan politik dan
administrasi kependudukan, menjadi semakin relevan untuk mendukung
pemilih yang terinformasi dan terlibat aktif dalam proses demokrasi.
Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam
menentukan arah politik negara ini, dan melibatkan partisipasi warga

negara dalam membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

6) Sosial Budaya
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Kondisi sosial budaya Indonesia saat ini mencerminkan
keberagaman yang kaya, tetapi juga menghadapi tantangan tertentu.
Masyarakat Indonesia dikenal karena toleransi antaragama, adat
istiadat dan bahasa yang beragam. Namun, masalah ketidaksetaraan,
isu-isu lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi juga menjadi bagian dari
lanskap sosial budaya. Dalam konteks pembangunan nasional menuju
Pemilu 2024, pelayanan publik perlu mencerminkan nilai-nilai
inklusivitas dan keragaman budaya Indonesia. Pelayanan publik yang
memahami dinamika sosial budaya Indonesia dapat menjadi instrumen
untuk meredam potensi konflik dan menciptakan iklim yang mendukung
partisipasi positif dalam proses demokratis. Seiring dengan mendukung
pelaksanaan Pemilu yang adil dan terbuka, layanan publik yang sensitif
terhadap konteks sosial budaya dapat memainkan peran strategis dalam
memperkuat kohesi sosial dan mencapai tujuan pembangunan nasional

yang berkelanjutan.
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BAB Il
PEMBAHASAN

12.Umum

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama dari
sebuah pemerintahan yang efektif dan demokratis. Konsep ini berakar dalam
pemahaman bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat yang
dipimpinnya. Dalam konteks ini, teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh
Lijan Simanjuntak dan teori konsolidasi yang dikemukakan oleh Samuel P.
Huntington?” memberikan pandangan penting tentang bagaimana transparansi
dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat memperkuat kepercayaan
masyarakat dan mendukung konsolidasi demokrasi.

Dalam pembahasan ini pelayanan publik yang dibahas terkait Pendidikan

politik bagi siswa SMA, netralitas dan.Jayanan administrasi kependudukan

dalam rangka konsolidasi demo | terutama menyongsong Pemilu 2024

guna mendukung Pembangunan ional.

Hal tersebut penting, mengingat pendidikan politik bagi siswa SMA tidak
hanya berfungsi sebagai langkah uju kesadaran politik, tetapi juga sebagai
kunci untuk membentuk pemilin pemula yang bertanggung jawab dalam Pemilu
2024. Pendidikan politik di tingkat ini menciptakan pondasi kuat untuk
partisipasi aktif, memajukan_ nilai-nitai-demokrasi, dan melatih siswa sebagai
agen perubahan positif. Seﬂéﬁtgfmm%s ASN, meski-menghadapi dilema,
harus dijaM(%lHthlﬁmenjaga fungsi ASM@NGMupan bernegara.
InStansi_pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan pefanggaran
netralitas ASN. Oleh karena itu, pembinaan netralitas terhadap ASN perlu terus

dilakukan.

Selain itu pembangunan demokrasi yang efektif juga memerlukan dasar
yang kuat berupa data kependudukan yang akurat. Detail kependudukan
memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang tepat sasaran,

memastikan representasi yang adil dalam proses demokratis, dan memberikan

27 Huntington. op. cit



29

layanan publik dengan efisiensi. Data kependudukan juga melindungi integritas

sistem politik dengan mencegah manipulasi pemilu. Informasi demografis yang

akurat memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara

optimal, mempromosikan inklusivitas, dan membangun fondasi demokrasi

yang sehat.

13.Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mendukung

Konsolidasi Demokrasi

Berdasarkan hasil Laporan Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik

Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dapat dilihat terjadi peningkatan

jumlah laporan pada substansi Pendidikan dan Administrasi Kependudukan dari

tahun 2021 ke tahun 2022. Semakin tingginya tingkat pelaporan masyarakat

maka menunjukan bahwa masih rendahnya tingkat pelayanan publik dalam

bidang pendidikan dan administrasi kependudukan di Indonesia.

Adapun beberapa masalah ayang sering dihadapi oleh pemerintah

dalam peningkatan kedua aspek't buti@antara lain:

1)

2)

3)

Kualitas Pendidikan yang ndah; Meskipun banyak anak yang
bersekolah, kualitas pendidik ering kali tidak memadai. Kurikulum yang
tidak relevan, kurangnya gur ng berkualitas, dan metode pengajaran
yang ketinggalan zaman dapat menghambat perkembangan siswa.
Kesenjangan Pendidikan: Ada kesenjangan dalam akses dan kualitas
pendidikan antara kelogipok&(ﬁom%%k sasial yf':lng berbeda, seperti antara
perkotaan dan-pedesaan,antaraketempok etnis-atay ggama, serta antara
ol ~NHANA MANGRV.

Kurangriya Sarana dan Prasarana: Beberapa sekolah—mungkin tidak
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk buku teks,
perangkat teknologi, fasilitas yang layak, dan laboratorium.

Tenaga Pendidik yang Tidak Memadai: Kurangnya pendidik yang
berkualifikasi dan motivasi dapat mengganggu penyampaian pendidikan
yang baik.

Kurangnya sistem informasi kependudukan yang terintegras: Terkadang,
lembaga-lembaga yang berbeda mengelola data kependudukan secara
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terpisah, yang dapat menghasilkan redundansi dan ketidaksempurnaan

data serta kesulitan dalam pertukaran informasi.

6) Pola pengumpulan data administrasi kependudukan yang rumit: Banyak
instasi pemerintah yang meminta data kependudukan, namun tidak selalu
menggunakan data yang sama. Hal ini menyebabkan banyaknya dokumen
berbeda yang harus diisi oleh masyarakat.

7) Masih terdapatnya masyarakat yang kesulitan untuk mengakses
pelayanan dokumen kependudukan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik
pada aspek pendidikan dan administrasi kependudukan guna untuk
mendukung konsolidasi demokrasi, digunakan analisis PEST untuk
menganalisis faktor-faktor makro lingkungan eksternal yang mempengaruhi

organisasi sebagai berikut:

a. Analisis dalam KonteksPolit
Pelayanan Publik menu Lijan Poltak Sinambela?® menyoroti
hubungan erat antara politik dan pelayanan publik. Faktor politik memiliki
peran yang sangat signifikan dalam’ mempengaruhi kualitas pelayanan
publik di Indonesia. Di era yang-penuh dengan kompleksitas politik dan
tuntutan partisipasi publik yang lebih tinggi, pendidikan politik dan
administrasi kependudukan harus terus diperkuat. Penting untuk
mengembangkan strategivang inQuatif-dan melibatkan berbagai pemangku
kepentir_1lg n dalam men%ﬁg ‘Sa:hr'tlilz,i’{)lé%i politik-dan mencapai administrasi
kependudulzglrl;lﬁh%fektif terutama untuM&N%Rp\éﬁ\ula. Hal tersebut
guna-mendukung konsolidasi demokrasi dalam pembangunannasional dari
aspek Pemilihan Umum.
Adapun data jumlah Pemilih Pemilu 2024 berdasarkan kelompok
usianya (Juli 2023) dapat dilihat pada Tabel | (halaman 14). Terlihat dari
Tabel | bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024%° didominasi oleh generasi

Milenial dan generasi Z sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih.

28 Sinambela, op.cit.
29 Nabilah Muhamad. op.cit
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Tabel IV Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia Menurut Usia

Angka Partisipasi Sekolah ( AP S ) di Indonesia menurut usia selama 3 tahun terakhir

Usia 7-12 Tahun Usia 13-15 Tahun Usia 16-18 Tahun Usia 19-24 Tahun
(SD) (SMP) (SMA) (Mahasiswa)

2020 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 2020 | 2021 | 2022 | 2020 2021 | 2022

99.26 | 99.19 | 99.10 | 9574 | 9599 | 9592 | 7272 | /3.09 | 7315 | 2556 | 26.01 | 25.99

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka partisipasi sekolah
berdasarkan usia terjadi penurunan partisipasi sekolah setiap kenaikan
jenjang selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini menjadi perhatian jika
disandingkan dengan data usia pemilih pemilu tahun 2024 yang jumlah
pemilih didominasi oleh generasi Milenial dan generasi Z.*° Dimana kedua
generasi tersebut berada pada kisaran usia kategori SMA dan Mahasiswa.
Sehingga, diharapkan adanya pendekatan terkait kebijakan politik yang
dapat mengakomodir seluruh llih- pemula yang telah terdata maupun
belum terdata. Dalam hallini, a istras! kependudukan berperan strategis
untuk menciptakan suatu inov ayanan dalam pendataan kependudukan

guna meningkatkan kualitas pe nan publik dalam menyongsong pemilu.

b. Analisis dalam Konteks Ekonomi

Secara umum kondisi-ekonomi-daerah dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan-publik. Ketid@rhg%pRue'l\r/]l M\Aﬂk mengalokasikan anggaran yang
memadg—i%%léléelhlﬁh sektor dapat menm&\qﬁdiaan pelayanan
berkualitas. Konteks ekonomi memegang peran penting=dalam-pendidikan
politik dan administrasi kependudukan.

Berdasarkan mandatory spending tata kelola keuangan pemerintah
daerah, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, hal tersebut
sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan

30 Badan Pusat Statistik (BPS).” Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) 2020-2022”
https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html diakses tanggal 27
September 2023 pukul 07.30



https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 49 ayat (1). Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani
Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah
pada Agustus 2022 mengungkapkan bahwa Anggaran pendidikan tahun

2023 dialokasikan sebesar Rp 608,3 triliun dengan komposisi sebagai

berikut:
Tabel V Komposisi alokasi anggaran Pendidikan Tahun 20233
No Alokasi Jumlah
1 [ Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Rp 233,9 triliun

Pintar Kuliah dan Tunjangan Profesi Guru
baik untuk yang PNS maupun non-PNS

2 | Transfer ke Daerah ditujukan untuk Rp 305 triliun
membiayai operasional sekolah dan untuk
biaya operasional PAUD

3 |Dana abadi pendidika rmasuk dana Rp 69,5 triliun
abadi pesantren, |dana diffiset, dana
abadi perguruan finggi,sden dana abadi
kebudayaan.

Dari data Tabel V \alo

kepada biaya kebutuhan dasa

I anggaran pendidikan masih berfokus
endidikan dan operasional sekolah serta
operasional PAUD. Dari ketersediaan anggaran yang ada belum mencakup
semua elemen pendidikan salah satunya dalam aspek pendidikan politik.
Pendidikan politik jL\J—?i«EWFﬁn dan merupakan hal yang krusial
bukansekedar-pefengkdp-saja. tHinggd saat-ini angan masyarakat
masih rriézgrlﬁgégy‘g‘ahwa hal pokok bagi%g!éréga u bapgsa adalah
ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang
selalu berorientasi pada dua bidang tersebut. Sangat jarang politik yang
memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya. Kondisi
demikian juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prioritas

31kementerian Keuangan. “Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp608,3
Triliun”. (Kementerian Keuangan, 2022)(Kementerian Keuangan,
2022)https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-
2023-sebesar-rp608,3-t , diakses tanggal 27 September pukul 09.00



https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-rp608,3-t
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pembangunan kita masih saja pada sektor ekonomi, politik hankam, politik
luar negeri dan belum memprioritaskan pada sektor pendidikan. Hal
demikian barangkali juga dipicu oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak
secara langsung dapat diketahui hasilnya dan memerlukan biaya yang
sangat besar sedangkan sektor lainnya bisa dengan cepat diketahui
hasilnya.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi terhadap layanan
administrasi kependudukan, adanya hambatan dalam proses penganggaran
yang tercantum dalam Surat Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.3/8326/Dukcapil tanggal 19 Mei 2023 tentang Dukungan Anggaran
Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh
Kepala Daerah di Indonesia dengan penyampaian bahwa semenjak tahun
2022 tidak dianggarkan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
sehingga dapat berdampak pada:

1) Terhambatnya pelaksanaa giatan stelsel aktif layanan jemput bola

penerbitan dokumen| kependudukan yang sudah menjadi bagian dari
inovasi pelayanan di daera

2) Terganggunya pelayanan induk antara lain: perekaman KTP-el,

serta penerbitan Akta Kela n, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk menghindari dampak di atas serta untuk mendukung
pelaksanaan k.egiatanéi\r_i‘oﬂﬁ naﬂsli%nal (PN), | peningkatan kualitas
pelayanan Adminduk, petaksanaan-Pemiu dan-Pemilukada serentak Tahun
2024, pg—rﬂlélulﬂﬁ&!a‘e‘dan komitmen Kepalgllﬁglgl.2 A

Secara keseluruhan, pelayanan publik pada aspek-pendidikan politik
dan administrasi kependudukan yang didukung dengan ketersediaan
anggaran yang memadai dapat memperkuat konsolidasi demokrasi guna

mendukung pembangunan nasional.

. Analisis dalam Konteks Sosial Budaya
Sosial budaya memiliki peran yang signifikan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Teori Pelayanan Publik oleh Lijan Poltak
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Sinambela®? menggarisbawahi pengaruh budaya partisipasi dan harapan
masyarakat terhadap implementasi pelayanan. Aspek sosial budaya, seperti
pendidikan politik dan kesadaran masyarakat terhadap administrasi
kependudukan, dapat mempengaruhi tuntutan dan kualitas pelayanan. Di
sisi lain, Teori Konsolidasi Demokrasi oleh Huntington®® menegaskan

pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun demokrasi yang

kuat.
Tabel VI Data jumlah partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019
Jumlah Suara
Jenis 1 mlah DPT Tidak ,
Pemilihan - %o
Pengguna Hak Pilih | menggunakan
Hak Pilih
Presiden 192,770,611 158,012,499 34,758,112 81,97
DPR 192,770,611 157,475,230 35,295,381 81,69
DPD 190,779,466 i 56 649,892 34,063,579 82,15

Berdasarkan datal jumlah partisipasi masyarakat Indonesia dalam
pelaksanaan pemilihan umum mencapai mencapai persentase diatas 81%,
pada setiap penyelenggara pemiltirmasih terdapat 19% penduduk indonesia
yang masih belum menggunakan hak pilih dengan potensi belum adanya
kepercayaan kepada pemerintan atau kurangnya sosialisasi terkait
pentingnya partisipasi mas%ar&ziig\aﬁ H(ljaﬁgn proses membangun demokrasi
yang kuat, '

ASli\jI sela Mj aparatur negara dap g\er“p/ehr\a\rj] uhtuk~membantu
meningkdtkan kesadaran 19% masyarakat Indon€sia—yang belum
menggunakan hak pilihnya agar dapat berpartisipasi. Namun tantangan
ASN dalam implementasi terkait edukasi Pemilu terhadap masyarakat
dituntut untuk tidak mempengaruhi atau berpihak kepada kepentingan
siapapun. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya laporan kepada
KASN tentang ketidak netralitasnya ASN dalam proses penyelenggaran

Pemilu.

32 Sinambela. op. cit
33 Huntington. op. cit
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umm rem yang Jenis
keberpihakan _ 7 Pelanggaran
Sl b i Netralitas, H
SR
Menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik l 1 oleh ASN

Kampanye/sosialisasi media

sosial (posting/ comment/ -
share/ like)

Gambar 2 Data jumlah jenis pelanggaran netralitas yang dilanggar ASN3*

Dalam mendukung konsolidasi demokrasi, penting untuk
membangun kesadaran politik yang kuat dan memastikan bahwa
masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka dalam
mendapatkan pelayanan publik dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak
tertentu terutama dari pihak pemerintah. Faktor sosial budaya juga dapat
mempengaruhi partisipasiimas katdalam proses politik dan pengawasan
pelayanan publik, sehingga riudiupayakan untuk meningkatkan

partisipasi yang lebih aktif dala endukung upaya konsolidasi demokrasi.

d. Analisis dalam Konteks Teknalogi

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap
pemerintah. Pemerintah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan
memanfaatkan kemajuan \__\’tebltﬁbwh/linformasi untuk dapat membantu
mewuju%UK nya-—Pemaliaatan teknofggi informa%@e&sebut mencakup
akdivitas_yang %Ml% berkaitan vyaitu p%&la an—data, pengelolaan
informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknoiogiinformasi serta
penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan
mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan
efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan

biaya.

34 paparan Kepala KASN tentang Data Capaian Penanganan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar,

Kode Etik, Kode Perilaku Dan Netralitas Asn Kasn Hingga Tahun 2023. 19 September 2023.
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Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah.
Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk
mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta
meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Begitu pula penerapan
teknologi dalam pelayanan publik pada aspek pendidikan politik dan
administrasi kependudukan guna mendukung konsolidasi demokrasi.

Perkembangan teknologi telah memainkan peran yang signifikan
dalam mendukung pendidikan politik, baik dalam konteks pendidikan formal
maupun informal. Di mana teknologi telah mempengaruhi dan mendukung
pendidikan politik melalui:

1) Akses ke Informasi Politik:
Teknologi, khususnya internet, memberikan akses yang lebih luas
kepada informasi politik. Siswa, pemilih, dan warga negara dapat
dengan mudah mencari dan jwengakses berita, laporan, analisis, dan
materi pendidikan politik secara online.

2) Pemantauan Politik: Teknologi memungkinkan pemantauan pemilihan
umum dan aktivitas politik lainnya dengan lebih efisien. Pemantauan ini
dapat membantu memastikan*transparansi dan integritas dalam proses
politik.

3) Kampanye Politik Digital: Kampanye politik semakin mengandalkan
teknologi untuk mencaﬁjal pqmlllh Ini termasuk penggunaan media

Dt ARMMAa

sosfal ARESaR teks ) periktanan ofline Untuk mempengaruhl pendapat
pubhkﬂ NHK IANA M/ \MH;P\ VA

4)Partisipasi Elektronik: Teknologi telah memungkinkan-untuk partisipasi
elektronik, termasuk pemungutan suara online, yang dapat
meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum dan proses
politik lainnya.

Meskipun banyaknya keuntungan yang diperoleh dari penggunaan
teknologi dalam pendidikan politik, masih terdapatnya ketidakadilan akses
teknologi bagi semua calon pemilih. Hal ini didukung dengan data BPS
tentang tingkat akses internet pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya

kesenjangan signifikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Seperti halnya
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pada 2022 tingkat akses internet di DKI Jakarta sudah mencapai 84,65%,

sedangkan di Papua hanya 26,32%.

Penggunaan teknologi juga berpengaruh pada pelayanan publik
dalam aspek administrasi kependudukan, dimana dalam perekapan data
kependudukan seluruh masyarakat Indonesia, dibutuhkan layanan berbasis
teknologi yang mudah diakses di seluruh daerah-daerah Indonesia.
Perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam mendukung
administrasi kependudukan dengan cara meningkatkan efisiensi, akurasi,
dan aksesibilitas data kependudukan, di mana teknologi telah
mempengaruhi administrasi kependudukan dalam berbagai hal:

1) Sistem Basis Data Kependudukan: Teknologi telah memungkinkan
pembangunan sistem basis data kependudukan yang canggih. Data
penduduk dapat diintegrasikan, dikelola, dan diperbarui secara lebih
efisien, memungkinkan pemerintah untuk memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang demogra nduduk.

2) Pendaftaran Kelahiran dan Kematian: Teknologi telah digunakan untuk
mengotomatisasi proses daftaran kelahiran dan kematian. Ini
membantu memastikan. ba data-data ini diperbarui secara akurat
dan tepat waktu.

3) Pendaftaran Pemilih: Sistem pendaftaran pemilih berbasis teknologi
digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran pemilih dan
pembaruan data pergllh Rlﬁ\’uﬁﬁ dapat meningkatkan keamanan dalam
pemlllhan umum

4 Pelayanan ‘NH)PK Berbasis TeknologﬂAbL%en\r{t menggunakan
teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang iebihrefisien kepada
penduduk. Misalnya, layanan administrasi kependudukan seperti
penerbitan dokumen identitas atau izin dapat diakses secara online.

Namun kembali lagi, kendala yang ditemukan yaitu belum meratanya
akses internet di seluruh daerah Indonesia, dan sumber daya yang memiliki
kompetensi akan teknologi masih timpang antara daerah perkotaan dan
pedesaan. Sehingga cukup mempengaruhi peningkatan pelayanan publik
guna mendukung konsolidasi demokrasi.
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Dalam konteks konsolidasi demokrasi, peningkatan akses internet
dapat membantu memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses
yang setara terhadap informasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini
juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, yang merupakan
elemen penting dalam menjaga dukungan masyarakat terhadap sistem
demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam
pembangunan infrastruktur digital sebagai bagian dari upaya untuk
memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan pelayanan publik

dalam mendukung pembangunan nasional.

14.Konsolidasi Demokrasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional
Konsolidasi demokrasi adalah proses memperkuat dan mempertahankan
prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara. Sementara itu, pembangunan

nasional merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan

pertumbuhan ekonomi suatu ara. |Menurut  Huntington konsolidasi
demokrasi menekankan penting proses transisi dari rezim otoriter ke
demokrasi yang berkelanjutan. tor=fakior penting yang mempengaruhi
konsolidasi demokrasi termasuk isipasi politik, konsensus elit, legitimasi,
dan efektivitas lembaga-lembaga™~polilik. Dalam konteks pembangunan
nasional, konsolidasi demokrasi yang baik akan berdampak positif pada
pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan kualitas hidup rakyat.
Dalam mendukung pembanguia onal, maka pentingnya konsolidasi
demokragi I luig pela ‘%ﬁﬂﬁ)ﬁfﬁﬂ | berkualip :rh);da layanan
€ l TKT‘\F %E‘ﬁya . Y yagl\gﬁNGEﬁ/ p.lay
pendidikan.petitik, administrasi kependudukan netratitas ASN«
a. Pendidikan Politik dalam Konsolidasi Demokrasi guiia mendukung
Pembangunan Nasional
Dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan pembangunan
nasional, perlunya penguatan pada aspek pendidikan politik guna
mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan analisa terkait
potensi pemilih pemula pada tahun 2024 terdapat sebanyak 124.308.871
pemilih yang terdiri dari Generasi Z dan Generasi Millenial. Usia pemilih
pemula berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS) selama 3 tahun

terakhir mengalami penurunan pada setiap kenaikan jenjang, dimana pada
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setiap tahunnya ada colon pemilih pemula ataupun pemilih pemula yang
tidak mendapatkan pendidikan politik dalam menyongsong pemilu 2024,
melihat hal tersebut untuk memaksimalkan hak suara pemilih pemula pada
tahun 2024 pemerintah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi setiap
pemilih agar dapat menggunakan hak suara secara tepat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam penguatan pemilih pemula
untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Sejauh
ini, upaya pemerintah yang dilakukan hanya kepada pemilih pemula yang
mendapat pendidikan formal, sedangkan angka putus sekolah berdasarkan
angka BPS selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Sehingga, potensi
pemilih pemula yang tidak mendapatkan hak pendidikan politik tidak memiliki
wawasan terkait demokrasi, hal ini nantinya berdampak pada peningkatan
pemilih yang tidak menggunakan hak suara pada pemilihan umum. Terdapat

juga hasil analisis data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

menunjukkan ketidakmerataa
SMA di berbagai daerah. Hal ini

proses politik dan demokrasi a

alitas pengajaran pendidikan politik di
mpengaruhi pemahaman siswa terhadap
gi terhadap siswa yang putus sekolah.
Adapun kebijakan pelitik dalam peningkatan kesadaran partisipasi
masyarakat akan pentingnya pendidikan politik dalam konsolidasi demokrasi
yang sebaiknya dilakukan pemerintah antara lain:
1) Integrasi Pendidikan Politik dalam Kurikulum: Pemerintah sebaiknya
memastikan bahwa pendidK?:Q m}w,k sudah terintegrasi dalam kurikulum

sekotah mutai-dari tin&‘g‘t dasar hiné%a tingkat pergyruan tinggi. Hal ini

akanTn%rNg!ﬁLN&mbangun pemahamm%grlr\t,en%ng sistem politik,
hak-dan kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demdkrasisejak dini;

2) Pemberian Pendidikan Politik pada masyarakat yang putus sekolah:
Pemerintah diharapkan dapat menyusun program-program kegiatan
terkait pendidikan politik terhadap masyarakat yang tidak mengenyam
pendidikan agar mendapatkan pemahaman dasar tentang sistem politik,
hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi;

3) Pelatihan Guru dan Instruktur: Menyelenggarakan pelatihan bagi guru

dan instruktur untuk mempersiapkan mereka dalam memberikan
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pelajaran pendidikan politik yang efektif. Guru yang terlatih dapat lebih
baik menyampaikan materi dan mendorong diskusi yang informatif.

4) Kemitraan dengan LSM dan Sektor Swasta: Bekerja sama dengan LSM
dan perusahaan swasta yang peduli dengan pendidikan politik untuk
mengorganisir acara-acara pendidikan dan menyediakan sumber daya
tambahan.

5) Meningkatkan kualitas pengajar pendidikan politik dan disetarakan di
seluruh daerah Indonesia

6) Sosialisasi Politik di Media Sosial: Mendorong penggunaan media sosial
untuk menyebarkan informasi politik yang akurat dan memberikan
kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pandangan.

7) Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Pemilih: Mengedukasi masyarakat
tentang hak-hak mereka sebagai pemilih, termasuk hak untuk memilih
dan hak untuk bersuara.

8) Keterlibatan Pemuda:“Khususnya menggalakkan partisipasi pemuda
melalui program, acara, dan iatif yang relevan dengan kelompok usia
ini.

Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pendidikan
politik adalah langkah penting-@atam menjaga kesehatan demokrasi dan
memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan kehendak rakyat.
Pemerintah memiliki peran sentral dalam memfasilitasi proses ini. Secara
budgeting, pemerintah-mem an penganggaran yang cukup besar,
namun angﬁaran pend@gﬁﬁﬁﬁ( dfqndonesia masin~belum memadai
uniuk rl—g\merlﬁuﬁ%utuhan pendidikan Iwyedt\lr(c'clﬁvlﬁ\donesia. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan politik.

2) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan
politik.

3) Kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga
pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Melihatnya terbatasnya anggaran dan kompleksnya permasalahan
yang terjadi, adapun upaya-upaya untuk meminimalisir faktor-faktor

penghambat tersebut melalui pendekatan dalam konteks sosial budaya.
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Pendekatan sosial budaya terhadap pendidikan politik tidak hanya sekedar

memberikan pengetahuan dan keterampilan politik, tetapi juga harus mampu

membentuk kesadaran politik warga negara yang berlandaskan nilai-nilai
sosial dan budaya bangsa.

Salah satu hal yang diperlukan pada pendekatan sosial budaya
terhadap pendidikan politik yaitu keterlibatan aktif dari peserta didik dan
pendidik. Pendidik yang paling berpotensi untuk membantu meningkatkan
pemahaman pendidikan politik adalah Guru, oleh karena itu peran guru
sangatlah dibutuhkan. Guru memiliki kesempatan untuk membentuk
pemahaman dasar siswa tentang politik, sistem politik, dan proses
demokrasi. Mereka dapat membantu siswa memahami konsep-konsep
dasar seperti hak dan kewajiban warga negara, proses pemilihan umum, dan
pentingnya partisipasi dalam politik. Pendidikan politik yang disampaikan
oleh guru dengan cara yang objektif, informatif, dan inspiratif dapat memiliki
dampak jangka panjang pada pﬁmahaman politik siswa dan keterlibatan
mereka dalam proses politik. \

Namun dalam proses peleksanaan pemberian pendidikan politik,
dibutuhkan suatu inovasi layananyangberbasi teknologi. Layanan teknologi
dalam pendidikan politik adatal™ayanan yang memanfaatkan teknologi
untuk mendukung proses pendidikan politik. Layanan ini dapat digunakan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan politik, serta untuk
menjangkau peserta d|d|k {/ar&w%\ b%P,Ihy lgas Ada beberapa jenis layanan
teknologl Qa\Iam pendldlkan potitik; antala lain:
™E- /earn/ng aEa«igh pembelajaran yang %@n&%ngkgn teknologi internet

dan—perangkat elektronik untuk memberikan materi—dan layanan
pembelajaran. E-learning dapat digunakan untuk memberikan materi
pendidikan politik secara mandiri dan kapan saja.

2) Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan materi
pendidikan politik secara luas. Media sosial juga dapat digunakan untuk
membentuk komunitas dan diskusi politik.

3) Analisis data dapat digunakan untuk memahami perilaku dan pola
partisipasi politik warga negara. Analisis data dapat digunakan untuk

mengembangkan strategi pendidikan politik yang lebih efektif.
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Dalam implementasi layanan teknologi di Indonesia, terdapat
beberapa tantangan yaitu tidak semua peserta didik memiliki akses ke
teknologi dan memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi, serta
informasi yang tersedia di internet tidak selalu akurat. Untuk itu dibutuhkan
upaya-upaya dari pemerintah guna mengatasi tantangan yang ada, dengan
menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Komisi
Pemilihan Umum dan Pemerintahan daerah menggunakan e-learning
untuk memberikan materi pendidikan politik kepada masyarakat.

2) Partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi
dan materi kampanye politik.

3) Lembaga swadaya masyarakat menggunakan analisis data untuk
memahami perilaku politik warga negara.

Pendidikan politik  memiliki  peran penting dalam konsolidasi

demokrasi dan pembangunan onal. Pendidikan politik membantu warga

negara memahami hak dan ajiban mereka dalam sistem politik. Ini
mendorong partisipasi aktif dal proses politik, seperti pemilihan umum,
pemilihan lokal, dan kegiata olitik lainnya. Partisipasi yang tinggi
meningkatkan legitimasi pemerntanan dan pemimpin terpilih. Melalui
pendidikan politik, masyarakat dapat memahami peran mereka dalam
pembangunan nasional. Mereka dapat berpartisipasi dalam program-
program pembangunallﬁéad‘a_‘nAnﬁrmﬁ/r;garuhi kebijakan yang mendukung
pertumbuhan dan-kesgjahiieraannasiond!.

Dzﬁ(lilr!ﬁwéﬁng terkonsolidasi meM@#NgnR})/ar isipasi” aktif dan
informasi yang baik kepada masyarakat. Pendidikan pdlitik-adalah fondasi
bagi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bukan hanya
investasi dalam pemahaman politik individu tetapi juga merupakan elemen
kunci dalam membangun dan memelihara demokrasi yang kuat dan
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui pendidikan politik yang
efektif, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam

membentuk masa depan negara.
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b. Administrasi Kependudukan dalam Konsolidasi Demokrasi guna

mendukung Pembangunan Nasional

Konsolidasi demokrasi melalui administrasi kependudukan mengacu
pada upaya pemerintah dalam memastikan bahwa proses administrasi yang
berkaitan dengan penduduk, seperti pemilihan umum, pendaftaran pemilih,
dan pengelolaan data kependudukan, dilakukan dengan transparansi,
integritas, dan dalam semangat demokrasi yang kuat. Konsolidasi
demokrasi dalam administrasi kependudukan adalah upaya untuk
memperkuat sistem demokrasi melalui perbaikan  administrasi
kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan. Administrasi keperdudukan memiliki peran penting dalam
konteks politik, antara lain: \

1. Menunjang pelaksanaan pemilt dan pilkada: Data kependudukan yang
akurat dan mutakhir diperlukeén untuk penyelenggaraan pemilu dan
pilkada. Data tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pemilih,
pembagian daerah pemilihan, dan pendistribusian surat suara;

2. Meningkatkan  partisipasi  politik warga negara: Administrasi
kependudukan yangr\bﬂls ﬁa\]%tl mﬁmudahkan warga negara untuk
berpart|S|paS| datam broses—potitik,—ceperti pemllu qan pilkada. Warga
negargﬂylané”\%e’rﬁlhkl dokumen kepenJ(d‘UdN(éH \yéng lengkap dapat
dengan mudah melakukan registrasi pemilih dan menggunakan hak
pilihnya;

3. Menciptakan iklim politik yang sehat: Administrasi kependudukan yang
bersih dan transparan dapat membantu menciptakan iklim politik yang
sehat. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir dapat mencegah
terjadinya manipulasi pemilu dan pilkada.

4. Perlindungan Hak Pemilih: Melindungi hak pemilih dan mencegah segala
bentuk diskriminasi atau pemungutan suara yang terhambat. Administrasi

kependudukan harus membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi
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hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemilih, termasuk yang berasal
dari kelompok-kelompok yang rentan.

Konsolidasi demokrasi melalui administrasi kependudukan secara
politik memerlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan kelompok
politik. Penerapan prinsip-prinsip demokratis dalam administrasi
kependudukan adalah kunci untuk memastikan bahwa proses politik
berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai
demokrasi. Dalam implementasinya masih belum optimal dilaksanakan
masih terdapat tantangan-tantangan antara lain sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemilih: Pendaftaran pemilih adalah langkah awal yang
krusial dalam pemilu. Kesalahan dalam pendaftaran pemilih seperti
ganda nama, pemilih yang tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang
hilang dari daftar pemilih dapat mengganggu integritas pemilu.

2. Kartu Pemilin: Masalah lam > distribusi  kartu pemilih  seperti
keterlambatan pengiriman pemilik kartu pemilih yang salah dapat
menghambat pemilih untuk'menggunakan hak suaranya.

3. Data Pemilih Tidak Terupda etilka data pemilih tidak terupdate secara
berkala, pemilih yang telah-meningogal atau pindah alamat masih muncul
dalam daftar pemilih. Hal ini dapat memungkinkan penyalahgunaan
suara atau ketidakakuratan hasil pemilu.

Data-kependudukan yang tidak aman

atau”_mudah dimaniPuYa‘si dapatMrﬁ%mbuka eefah bagi praktik-praktik

pen%&w%ﬂﬁ MANGR A

5.7 Pemutakhiran Data Kependudukan: Sistem administrasi-kependudukan

4. Kemungkinan Maniputasi ta:
9 YN

yang kurang efisien atau kurang terintegrasi dengan sistem pemilu dapat
memperlambat proses pemutakhiran data pemilih.

Untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan dalam
pemilu, pemerintah perlu menjalankan tindakan-tindakan seperti
pemutakhiran rutin data pemilih, pendidikan pemilih, pelatihan petugas
pemilu, dan penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk
meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses administrasi kependudukan.
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Digitalisasi administrasi kependudukan adalah upaya untuk menggantikan
atau meningkatkan proses administratif yang berhubungan dengan data
penduduk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi
administrasi kependudukan dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk

efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap data penduduk.

IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

DIGITAL TOTAL 2.258.205 *
Identifikasi Dokumen
Penduduk Dalam Daftag:‘;:ogekl;ua:%z e Dokumen-dokumen

h PR dimiliki yang diterbitkan
Bentuk Format yang tercatat aktif dalam oleh Dukcapil, KTP, Kartu

Digital Yang Dapat SIAK

Merepresentasikan

- . - TTE
|nC|I'VIdl.'I D_Id_alam Tanda tangan elektronik @
Aplikasi Digital yang di miliki oleh pengguna
Secara Unik Dan
Terpercaya, Serta S . /|

Dapat Terhubung - B ‘J_
Dengan KTP-el pelaya berja

. o T3 anpelayai
Secara Fisik

Keluarga, dan sebagainya
yang telah di bubuhi TTE

Pelayanan
Jenis-jenis pelayanan

Dukcapil

Histori Aktifitas
Data aktifitas yang

dilakukan oleh pengguna

aplikasi Identitas Digital

nbar 3 Digi i Layanan | udukan3®

Dalam implementasinya | titas 'kependudukan telah dilaksanakan,

ldentitas digital memungkink ipdividu untuk membuktikan identitas
mereka secara elektronik, yang sering lebih mudah, cepat, dan praktis
dibandingkan dengan kartu identitas fisik atau dokumen lainnya. Ini sangat
berguna dalam berbagai situasi, Identitas digital juga dapat digunakan dalam
proses pemilu untuk n@b‘a%ﬁﬂVbMAemilih dan memastikan integritas
pemilu.Terpqmpbantu mengurangi peWmNm@RMAdan memfasilitasi
partisipasi yang iebih baik.

Meskipun memiliki banyak manfaat dalam pelaksanaannya masih
terdapat tantangan dalam proses implementasinya, Identitas digital
bergantung pada teknologi, dan masalah teknis seperti kerusakan perangkat
keras, kegagalan sistem, atau serangan siber dapat menyebabkan
gangguan besar dalam penggunaan identitas digital serta begitupun akses

internet dan jaringan komunikasi tidak stabil menjadi permasalah dasar yang

% Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. op. cit
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harus mendapat perhatian apalagi pada daerah-daerah yang kurang
terhubung atau saat terjadi gangguan jaringan, penggunaan identitas digital
bisa menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.

Konsolidasi demokrasi didukung administrasi kependudukan yang
baik adalah kunci dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan
inklusif. Demokrasi yang kokoh memastikan bahwa kebijakan dan program
yang diimplementasikan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat secara adil dan transparan. Administrasi kependudukan harus
transparan dalam mengelola data penduduk dan proses administratifnya.
Informasi tentang penggunaan data, kebijakan, dan anggaran harus tersedia
untuk publik. Konsolidasi demokrasi yang didukung oleh administrasi
kependudukan yang baik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa
pembangunan nasional berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Ini membantu
membangun fondasi yang kuat untuk; pembangunan berkelanjutan dan

inklusif yang menguntungkan's a lapisan masyarakat.

c. Netralitas ASN dalam ‘Konsolidasi Demokrasi guna mendukung

Pembangunan Nasional

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip
dasar ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara?Z®. Netr&liﬁ SN-berarti bahwa ASN harus bersikap
. : Hr 4 L .
tidak memihak-kepada k&)entmgan peiillk, gotongan, aigupribadi. Netralitas

MHANAS MANGRYS

ASN memihkLp enting dalam konsoli okrasi. ASN-yang netral
dapat-membantu menciptakan iklim politik yang sehat"dan—kondusif bagi
pembangunan nasional.

Berikut adalah beberapa manfaat netralitas ASN dalam konsolidasi
demokrasi:
1. Menciptakan kesetaraan dalam proses politik: ASN yang netral dapat

memastikan bahwa semua pihak, termasuk partai politik dan calon,

36 Republik Indonesia (12). op. cit
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memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses
politik;

2. Mencegah terjadinya korupsi dan kolusi: ASN yang netral dapat
mencegah terjadinya korupsi dan kolusi dalam proses politik;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: ASN
yang netral dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

ASN yang netral dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan
pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari diskriminasi. Oleh karena
itu, netralitas ASN merupakan hal yang penting untuk konsolidasi demokrasi
dan pembangunan nasional. Namun melihat dari data Komisi Aparatur Sipil
Negara, masih ditemukannya pengaduan terkait pelanggaran netralitas
pegawai ASN dengan kategori-kategori antara lain:*

1. Kampanye sosialisasi media sosial

Mengadakan kegiatan yan ngarah kepada keberpihakan

Foto bersama paslon deng engikuti simbol keberpihakan

Menghadiri deklarasi paslon pilkada

o & b

Membuat keputusan.. y menguntungkan/merugikan  selama
kampanye
Menjelang penyelenggaraan Pemillhan Umum Tahun 2024,
pelanggaran netralitas ASN diatas dapat merugikan iklim politik yang sehat.
Sehingga perlunya _upaya- a —pemerintah dalam mengatasi
permasalghan—tersebut. eréu%oﬁi%épa Upaya yangd-sekiranya dapat
meninglgﬁ(ynlﬂ&%lﬁsASN: MANGﬁV%‘
1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnyanetralitas: ASN
harus memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya netralitas.
2. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif: Perlu ada sistem
pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa ASN tetap netral.
3. Meningkatkan sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral: ASN yang

melanggar prinsip netralitas harus dikenakan sanksi yang tegas.

37 Paparan Kepala Kasn Tentang Data Capaian Penanganan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar,

Kode Etik, Kode Perilaku Dan Netralitas Asn Kasn Hingga Tahun 2023. 19 September 2023)
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Upaya-upaya tersebut sebaiknya perlu terus dilakukan agar ASN
dapat berperan secara maksimal dalam konsolidasi demokrasi guna

mendukung pembangunan nasional.

15.Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mencapai
Tujuan Pembangunan Nasional
Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki dampak yang luar biasa. Akses
yang lebih baik dan kualitas yang ditingkatkan akan memberikan manfaat yang
merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, mengurangi kesenjangan antara
wilayah dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan
merancang dan mengimplementasikan strategi yang tepat, Indonesia dapat
mendekati tujuan nasional yang mendorong pertumbuhan inklusif dan
pembangunan berkelanjutan.
Sesuai pendapat Dr/ Drajat Eri Kartono, M.Si. dan Prof. Dr. Hanif
Nurcholis, M.Si.28 yang menyatakan bahwa untuk mengukur pembangunan ada
3 indikator yaitu: Kekayaan Rata-Rata dilihat dari Produk Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas
Kehidupan dengan menggunakan-tofak ukur PQLI (Physical Quality of Life
Index) yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah
kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf, maka dalam
menyusun Strategi Penlngkatan Kuahtas Pelayanan Publik dalam Rangka
Mencapai Tu u?n Pembangunan Nasmnél [p|erlu mempertlmbangkan hal
tersebut. -
Arti kata strategi®® berasal dari bahasa Yunani kuno “Strategos" yang
terdiri dari dua kata yaitu kata stratos yang berarti tentara, dan kata agein yang
berarti memimpin. Dengan demilkian, kata strategi bermakna memimpin
tentara. Strategi nasional berisikan cara memberdayakan potensi nasional
temasi menganalisis faktor berpengaruh sehingga menjadi kekuatan dan

kemampuan dat melakukan pembangunan nasional secara logis, serta

38 Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. (23). op. cit
39 Lemhanas RI, Materi Pokok Bidang Studi Strategi, 2023, Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia. Jakarta Pusat
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mencakup hal taktis yang berada pada tingkat operasional. Strategi nasional

disusun sesuai aspek dan alokasi.

Adapun strategi yang dilakukan dalam Peningkatan kualitas pelayanan

publik dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Nasional akan dikaji dari

tiga sektor yaitu sektor pendidikan politik, administrasi kependudukan serta
netralitas ASN.

a. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Politik Bagi

Siswa SMA sebagai Pemilih Pemula

1)

2)

Integrasi Materi Politik dalam Kurikulum:

Pertama-tama, strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan
pendidikan politik di tingkat SMA adalah dengan mengintegrasikan
materi politik ke dalam kurikulum. Ini mencakup penyelarasan materi
pelajaran sehari-hari dengan isu-isu politik aktual, seperti kebijakan
publik, tata pemerintahan, dan permasalahan sosial. Guru dapat
menyajikan materi tersebut m konteks yang lebih luas, menjelaskan
hubungan antara konsep litikmdan kehidupan sehari-hari siswa.
Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga
melihat relevansinya dalam teks kehidupan nyata.

Kedua, langkah diatas dapat diikuti dengan penambahan modul atau
mata pelajaran khusus yang secara lebih mendalam membahas proses
pemilu, mekanisme d?n&kﬁw @an tanggung jawab warga negara.
Den%?arl'r\lnemastikanga wa-pendi ién pOlitik terinte&asi secara holistik
ke \dalam Mle‘m, Siswa dapat memmgeﬁh baik peran mereka
datam proses politik dan demokrasi.

Simulasi Pemilihan Umum dan Diskusi Debat

Pendekatan praktis sangat penting dalam membentuk pemilih
pemula yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, strategi berikutnya
adalah melibatkan siswa dalam simulasi pemilihan umum dan diskusi
debat. Ini memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana proses
pemilihan berlangsung dan membuka ruang untuk pemahaman yang

lebih mendalam tentang argumen-argumen politik.
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Dalam simulasi pemilihan umum, siswa dapat mengambil peran
sebagai pemilih, kandidat, atau bahkan petugas pemilu. Proses ini
memberi mereka kesempatan untuk merasakan pentingnya hak pilih dan
dampak dari keputusan politik yang diambil oleh masyarakat.
Selanjutnya, diskusi debat dapat mengembangkan keterampilan
berargumentasi dan kritis, serta membantu siswa untuk lebih memahami
berbagai pandangan politik.

Melalui pengalaman langsung ini, siswa dapat mengasah
kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang terinformasi dan
memahami kerangka berpikir di balik suatu kebijakan atau platform
politik. Kegiatan semacam ini juga memicu minat siswa dalam proses
demokratis dan membantu mereka merasa lebih terlibat dalam
masyarakat politik.

Kerja Sama dengan Prakiisi Politik dan Pihak Terkait

Untuk memberikan perspektif yang lebih nyata tentang politik, kerja

sama dengan praktisi politik dan pihak terkait menjadi strategi yang
sangat berharga. Mengund pembicara tamu, seperti politisi, analis
politik, atau aktivis masy at sipil, dapat memberikan wawasan
langsung tentang dinamika tik di dalam dan di luar parlemen. Diskusi
dengan praktisi politik memberikan siswa pandangan yang lebih nyata
dan kontekstual tentang proses pengambilan keputusan dan bagaimana
kebijakan-kebijakan.diimplemeniasikan di tingkat praktis.

Selain ity; kunjun@aﬂoé;)&ar@a,nwﬁ lerbaga-tembaga pemerintahan
atauE%rtisﬁ!ﬁNﬂéam program magang“ﬂ&%%ﬁl}gﬁor legiSlatif dapat
memberikan siswa pengalaman langsung tentang bagaimana lembaga-
lembaga tersebut beroperasi. Dengan memperluas pandangan mereka
melalui interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan politik,
siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan
kontekstual tentang kompleksitas politik.

Penggunaan Teknologi untuk Pendidikan Politik Interaktif

Dalam era digital, penggunaan teknologi dapat meningkatkan

efektivitas pendidikan politik. Membuat platform daring atau aplikasi

khusus untuk pendidikan politik dapat memberikan siswa akses ke
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informasi yang relevan, sumber daya pendukung, dan simulasi interaktif.
Konten multimedia, seperti video dan podcast, dapat digunakan untuk
menjelaskan konsep-konsep politik dengan cara yang menarik dan
mudah dipahami.

Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi forum
diskusi daring atau debat online, memungkinkan siswa untuk
berpartisipasi dalam dialog politik bahkan di luar jam pelajaran.
Penggunaan media sosial juga dapat digunakan untuk membuka saluran
komunikasi antara siswa, guru, dan praktisi politik, menciptakan
lingkungan di mana pertukaran ide dan informasi dapat terjadi dengan
cepat dan mudah.

Dengan menerapkan strategi ini, pendidikan politik di tingkat SMA
dapat menjadi lebih interaktif, relevan, dan mendalam. Siswa tidak hanya

akan memperoleh pengetahuan tentang proses politik, tetapi juga akan

dikembangkan sebagai pemilin yang kritis, bertanggung jawab, dan

mampu membawa peruba positif dalam masyarakat. Pendekatan
holistik ini, yang menc kurikulum terintegrasi, pengalaman
langsung, kolaborasi dengan prakiisi politik, dan pemanfaatan teknologi,
memastikan bahwa pendidt politik menjadi investasi strategis dalam

mencapai visi pembangunan nasional yang inklusif dan adil.

ARM
b. Strategi Penguatan NePa itas ASNMA

™ Pem-!;ﬁa!\a!m P&Mas Melalui Pendidikamwlgelgt\i{é\n Berkelanjutan

Penting untuk memahami bahwa netralitas ASN tidak-hianya sebatas
pada kebijakan formal, tetapi juga memerlukan kesadaran dan
pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab mereka
dalam konteks politik. Oleh karena itu, suatu strategi yang efektif adalah
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Program pendidikan dan
pelatihan harus merinci kode etik dan pedoman perilaku ASN yang
menekankan netralitas. Ini dapat mencakup workshop, seminar, dan

kursus online yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih
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dalam tentang konsep-konsep kunci seperti netralitas, integritas, dan
independensi.

Pelatihan tersebut juga harus mencakup studi kasus aktual dan
simulasi situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang
berdasarkan netralitas. Melalui pendidikan yang berkelanjutan ini, ASN
dapat mengembangkan kepekaan terhadap situasi yang memerlukan
netralitas dan menginternalisasi nilai-nilai ini dalam tindakan mereka
sehari-hari.

Penguatan Pengawasan dan Sanksi Terkait Pelanggaran Netralitas

Penguatan pengawasan dan sistem sanksi merupakan langkah kritis
dalam menjaga netralitas ASN. Ini melibatkan pendekatan yang tegas
terhadap pelanggaran netralitas dan penerapan sanksi yang sesuai.
Instansi pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang
efisien, seperti inspektorat atau lembaga pengawas internal, yang
u ASN.

an' tingkat pelanggaran dan mencakup

secara rutin memantau peri

Sanksi harus sesuai d
berbagai tindakan korektif, ai dari peringatan hingga tindakan disiplin
yang lebih serius. Pene n  ganksi ini harus dilakukan secara
konsisten dan transparan r'memberikan efek jera dan meyakinkan
ASN bahwa pelanggaran netralitas tidak akan ditoleransi.

Penting untuk menciptakan iklim di mana ASN merasa bahwa
netralitas adalah prinsi fidak-bisa dikompromikan dan bahwa
pelang%ran akan Qenggkﬁm%ﬂonsekuens'wng serius. Dengan
demTkian,H&Nggwasan dan sanksimug harﬁ\/a sebagai alat
penindakan, tetapi juga sebagai langkah preventif~—yang dapat
menciptakan budaya netralitas yang kuat di kalangan ASN.

Komunikasi Efektif dan Partisipasi Masyarakat

Komunikasi yang efektif tentang netralitas ASN adalah kunci untuk
mengatasi dilema yang mungkin muncul. Peningkatan kesadaran di
antara ASN tentang pentingnya netralitas dalam melaksanakan tugas-
tugas mereka harus menjadi fokus komunikasi. Ini dapat mencakup
kampanye informasi, seminar, dan dialog terbuka untuk membahas

peran ASN dalam konteks politik.
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Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pemahaman dan
pengawasan terhadap netralitas ASN juga penting. Masyarakat dapat
menjadi mitra yang efektif dalam memastikan bahwa ASN menjalankan
tugas mereka dengan netralitas. Mekanisme seperti pengaduan publik
atau forum diskusi masyarakat dapat membuka saluran komunikasi
yang lebih baik antara ASN dan masyarakat, memperkuat ikatan antara
pelayan publik dan warga negara.

Penting untuk menciptakan platform yang memungkinkan untuk
masyarakat menyampaikan pandangan dan keprihatinan mereka
terhadap perilaku ASN tanpa takut akan adanya represi. Dengan
demikian, masyarakat berkontribusi pada menjaga netralitas ASN dan
membantu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan
akuntabel.

Dalam rangka menjaga netralitas ASN, kombinasi strategi ini
diperlukan. Pendidikan dari pelatihan akan membentuk dasar
kesadaran, pengawasan dan sanksi akan memberikan dorongan untuk
kepatuhan, sementara komunikasi efekiif dengan masyarakat akan
menciptakan dukungan dan pemahaman yang diperlukan. Dengan
demikian, dapat diciptakan-lim di mana ASN dapat menjalankan peran
dan tanggung jawab mereka dengan integritas, mendukung

pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

\’\?\l/sh\‘ﬂ"MY A
c. Strategll Optlmallsa3| ‘Layanan adiinistrasi K%pgndudukan dalam
‘ AL a ‘ \/ _/ ‘\
mendiikung I%r“ it 2024 MANGRY

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendaftaran Pemitih

Salah satu langkah kunci dalam optimalisasi layanan administrasi
kependudukan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk
mempermudah proses pendaftaran pemilih. Pembuatan sistem
pendaftaran pemilih secara online dapat mengurangi beban administratif,
mempercepat proses pendaftaran, dan memastikan keakuratan data.
Masyarakat dapat mengakses portal pendaftaran pemilih secara daring,
mengisi formulir secara elektronik, dan mengunggah dokumen-dokumen

yang diperlukan. Sistem ini harus dirancang agar dapat diakses dengan
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mudah dan aman, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas
dari berbagai kelompok masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dapat
mencakup penggunaan aplikasi seluler untuk memfasilitasi pendaftaran
dan memberikan informasi terkait pemilu, memastikan partisipasi yang
lebih besar dari pemilih muda yang cenderung lebih terhubung dengan
teknologi.
Kampanye Edukasi Publik dan Sosialisasi

Strategi yang tak kalah penting adalah kampanye edukasi publik dan
sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran pemilih yang akurat dan
partisipasi dalam pemilu. Dalam hal ini, kolaborasi antara instansi
pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil dapat
menjadi kunci. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran,
termasuk media sosial, televisi, radio, spanduk di tempat-tempat umum,

dan seminar edukasi di sekolah-sekolah dan universitas. Fokus

kampanye harus mencak informasi tentang proses pendaftaran

pemilih, pentingnya memiliki data kependudukan yang akurat, dan
dampak partisipasi pemilih adap stabilitas demokrasi. Masyarakat
perlu diberdayakan dengan pemahaman yang baik tentang hak dan
tanggung jawab mereka sebagai pemilih, sehingga dapat meningkatkan
partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab dalam Pemilu 2024.
Kolaborasi antar Lembaga Pemerintah dan Pihak Swasta.

Optim.alisasi Iaya‘n)a‘r_w‘ ﬁjﬁimfﬁikependgdukan juga.memerlukan
kolabolrg& yang erat“antaratembaga |pemerintah dan pihak swasta.
Kerjal—amlzll Wﬁ% mencakup pertukargqiﬁﬁaayang‘ﬂéman dan efisien,
imptementasi teknologi terkini, dan penyediaan fasititas pendaftaran
pemilih di tempat-tempat strategis. Pihak swasta, termasuk perusahaan
teknologi, dapat memberikan dukungan dalam pengembangan dan
pemeliharaan sistem informasi kependudukan. Selain itu, mereka dapat
berperan dalam mendukung kampanye edukasi publik melalui sponsor
dan promosi di platform-platform mereka. Dengan memanfaatkan sumber
daya dari sektor swasta, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi

layanan dan mencapai target pendaftaran pemilih dengan lebih baik.
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Melalui pemanfaatan teknologi informasi, kampanye edukasi publik
yang efektif, dan kolaborasi lintas sektor, layanan administrasi
kependudukan dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemilu 2024.
Dengan demikian, pemilih dapat mendaftar dengan mudah, mendapatkan
informasi yang diperlukan, dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi
dalam proses demokratis. Penting untuk menciptakan sinergi antara
inovasi teknologi, kesadaran masyarakat, dan dukungan berbagai pihak
guna memastikan keberhasilan Pemilu 2024 dan menjaga integritas

demokrasi negara.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA
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BAB IV
PENUTUP

16.Simpulan

Berdasarkan landasan pemikiran dan analisis terhadap peningkatan

layanan publik untuk mendukung konsolidasi demokrasi dalam rangka

pembangunan nasional dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

a.

Secara umum kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam
pendidikan politik dan administrasi kependudukan, menunjukkan
tantangan serius yang perlu diatasi untuk mendukung konsolidasi
demokrasi. Permasalahan dalam layanan pendidikan politik, seperti
kurangnya kualitas pendidikan, kesenjangan akses, dan minimnya sarana,
harus diatasi untuk memastikan generasi muda teredukasi secara baik.
Partisipasi aktif generasi milenial dan Z dalam pemilu adalah kunci

memperkuat demokrasi. Dominasi pemilin dari kedua generasi ini pada

Pemilu 2024 menunjukkan lunya strategi inovatif dalam layanan

pendidikan polittk dan la n ~administrasi kependudukan untuk
memotivasi partisipasi pemilih-mudas:

Dalam aspek ekonomi, alokasi anggaran pendidikan perlu lebih
diperhatikan, terutama untuk-pendidikan politik yang belum mendapat
perhatian optimal. Dukungan keuangan yang memadai akan meningkatkan
efektivitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan kondusif untuk
konsolidasi demokrasiq(laaﬁi\rﬁﬁm endidikan politik dan kesadaran
admini | kependudukan dalam kenlgks sosial a dapat_merubah
persepfﬁgnHrMiﬁékatkan partisipasimasyara a%gzém pegses politik.
Integrasi teknologi secara merata diperlukan untuk mengatasi kesenjangan
akses internet, memastikan dampak positif teknologi di seluruh
masyarakat, dan memperkuat konsolidasi demokrasi melalui peningkatan
kualitas pelayanan publik. Di sisi lain dalam layanan administrasi
kependudukan perlu peningkatan integrasi sistem informasi,
menyederhanakan pola pengumpulan data, dan memastikan akses

masyarakat terhadap dokumen kependudukan.
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b. Dalam konteks pembangunan nasional, konsolidasi demokrasi memainkan
peran krusial melalui layanan pendidikan politik, netralitas ASN serta
layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu inovasi strategis
dalam layanan pendidikan politik sangat diperlukan untuk meningkatkan
kesadaran hak-hak pemilih melalui media sosial dan memotivasi partisipasi
pemuda. Selanjutnya Netralitas ASN menjadi dasar yang krusial dalam
menciptakan iklim politik yang sehat. Peningkatan pemahaman ASN
tentang netralitas, implementasi sistem pengawasan yang efektif, dan
penerapan sanksi tegas bagi pelanggar netralitas adalah langkah penting
untuk memastikan peran ASN yang positif dalam menjaga demokrasi.

Layanan administrasi kependudukan memiliki peran kunci dalam
menyelenggarakan pemilu dan pilkada dengan transparansi dan integritas.
Pemutakhiran rutin data pemilib;—pendidikan pemilih, dan penggunaan
teknologi informasi. merupakan |angkah penting untuk meningkatkan
efisiensi dan akurasi proses adminisirasi kependudukan. Digitalisasi
administrasi kependudukan, termasuk’ ideniitas digital, dapat mendukung
proses identifikasi pemilih.dan’ memastikan integritas pemilu. Dengan
memperkuat konsolidasi demokrési di Indonesia maka dapat mendukung
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun langkah-langkah ini
memerlukan koordinasi antarlembaga pemerintah dan dukungan serta
partisipasi aktif dari ngalsygfgkéﬂgﬁa{gm membangun fondasi demokrasi
yang{ lgieN >

’i\ [\ \ ['\ | >« h\\y ‘? Hi\"‘\”l\

c..~Dalamg mencapéi ”’t‘ujuan pembangunan nasional, péningkatan kualitas

pelayanan publik memiliki dampak luar biasa. Akses yang lebih baik dan
kualitas yang ditingkatkan akan meratakan manfaat di seluruh masyarakat
Indonesia, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan
kualitas hidup secara keseluruhan. Strategi yang tepat dalam peningkatan
kualitas pelayanan publik dapat mendekatkan Indonesia pada tujuan
nasional yang mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan
berkelanjutan. Dalam sektor pendidikan politik, integrasi materi politik

dalam kurikulum, simulasi pemilihan umum, kerja sama dengan praktisi
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politik, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa
tentang politik dan demokrasi. Netralitas ASN diperkuat melalui pendidikan
dan pelatihan berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta komunikasi
efektif dengan masyarakat.

Adapun strategi optimalisasi layanan administrasi kependudukan
mencakup pemanfaatan teknologi informasi, kampanye edukasi publik,
dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pihak swasta. Dengan
mengimplementasikan strategi ini, Indonesia dapat membangun fondasi
yang kokoh untuk pertumbuhan inklusif, stabilitas demokrasi, dan
kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara sektor publik, swasta, dan
masyarakat adalah kunci dalam mencapai tujuan nasional yang inklusif dan

berkelanjutan.

17.Rekomendasi
Peningkatan kualitas pelayarian publik di sektor pendidikan politik,
t

netralitas ASN dan layanan administrasi kependudukan merupakan hal yang

penting untuk mendukung konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional
di Indonesia. Dalam konteks ini, rekomendasi-rekomendasi berikut akan
membahas upaya-upaya konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk
mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor tersebut.
a. Peningkatan Pendekatan Prakiis dalam Kurikulum Pendidikan Politik:
Rekomendasi ini fgp‘jtrgKi:\mgrﬁ‘gqiqtggrasikan pendekatan praktis secara
lebih meagalam datan orkutamT pAehdJid‘i"kaqpplit(il%tﬁe\;\%}.:g‘iswa SMA. Selain
teori politik; sfs'WJpéHu terlibat dalam simA4] pemitinan uradm, diskusi
kebijakan, dan proyek-proyek nyata yang terkait dengan isu-isu politik
aktual. Melalui pengalaman praktis, siswa dapat mengaplikasikan
pengetahuan mereka, memahami kompleksitas proses politik, dan
mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemilih yang
bertanggung jawab dan agen perubahan di masyarakat.
b. Penguatan Program Pembinaan Netralitas ASN:
Rekomendasi ini untuk memperkuat program pembinaan netralitas
ASN. Diperlukan pendekatan publik yang melibatkan pelatihan,

pengawasan, dan insentif positif untuk mendorong ASN agar tetap netral dan
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tidak terlibat dalam aktivitas politik yang bersifat partisan. Sistem
pengawasan internal dan eksternal yang efektif perlu diperkuat untuk
mendeteksi dan mencegah pelanggaran netralitas. Selain itu, advokasi etika
dan integritas harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan
pentingnya netralitas dalam memelihara integritas pelayanan publik.

. Investasi dalam Sistem Informasi Kependudukan Terpadu:

Rekomendasi dilakukan melalui investasi signifikan dalam
pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kependudukan
Terpadu. Sistem ini harus dapat mengintegrasikan data kependudukan dari
berbagai sumber dengan tingkat akurasi tinggi. Langkah-langkah keamanan
data yang ketat perlu diimplementasikan untuk melindungi integritas data
dan mencegah potensi manipulasi pemilu. Investasi ini akan menjadi dasar
yang kuat untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, memastikan
representasi yang akurat, dan memberikan layanan publik yang efisien.

Melalui implementasi redumendasi-rekomendasi ini, diharapkan
pendidikan politik bagi siswa SMA akan lebih efektif dalam membentuk
pemilih pemula yang bertanggung jjawab. Netralitas ASN dapat dijaga
dengan lebih baik, menciptakan lingkungan pelayanan publik yang adil dan
profesional. Sementiara itu, mvestasi dalam data kependudukan akan
menjadi langkah strategis untuk membangun dasar yang kuat bagi
pembangunan demokrasi yang efektif dan inklusif. Keseluruhan,
rekomendasi ini mencermlnkanjupaya yang terintegrasi dan holistik dalam

oHARMMA
mencapai_ tuHuan pembangunan adsiohat yamn |pklu5|f adil, dan

berkelar#Jljtallrl AN/ MANG RVA
Adapun peran kementerian, lembaga dan pemerintah-daerah untuk
mewujudkan rekomendasi di atas adalah sebagai berikut:
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
1) Mengintegrasikan pendekatan praktis dalam kurikulum pendidikan
politik di SMA.
2) Mendukung pelatihan guru untuk memfasilitasi pengalaman praktis
dan simulasi dalam pembelajaran.
3) Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pengembangan

modul dan materi yang relevan dengan isu-isu politik aktual.
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b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

1) Memberikan dukungan teknis dan finansial untuk pembangunan dan
pemeliharaan Sistem Informasi Kependudukan Terpadu di tingkat
daerah.

2) Memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dan Badan Pusat
Statistik (BPS) untuk memastikan kualitas data kependudukan.

3) Mengawasi implementasi program pendidikan politik dan memastikan

integrasi rekomendasi dalam kurikulum pendidikan tingkat daerah.

c. Komisi Pemilihan Umum (KPU):
1) Mendukung program pendidikan politik dengan menyediakan
informasi tentang proses pemilu dan sistem politik.
2) Mengorganisir simulasi pemilihan umum di sekolah-sekolah sebagai
k.

siswa, guru, dan praktisi politik untuk

bagian dari pendidikan p

3) Memfasilitasi dialog ant

meningkatkan pemahaman siswa ientang isu-isu politik.

d. Badan Pengawas Pemilu ( ashu):

1) Mengawasi netralitas ASN“dan mencegah pelanggaran etika dalam
kegiatan politik.

2) Memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat dalam

3) i/lketlr::)aesriE::tli:fzarﬁjz\ir}éaﬁ ,[})ﬂe,rrwefﬁaman kepadg [(Masyarakat tentang
p—]e—rl?t\irl:!qlﬁké%ﬁalitas ASN dalam me%“g%eléh{e% penia.

e. Pemerintah Daerah:

1) Menyusun kebijakan lokal yang mendukung implementasi
rekomendasi, terutama dalam hal pendidikan politik dan netralitas
ASN.

2) Menyediakan dana dan dukungan untuk program pendidikan politik di
tingkat sekolah.

3) Membangun kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil

untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan politik.
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Melalui kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,
implementasi rekomendasi ini dapat menjadi lebih efektif dan terintegrasi.
Koordinasi yang baik antarlembaga dan tingkat pemerintahan akan
memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga
terealisasi dalam upaya konkret untuk membangun masyarakat yang
berpartisipasi, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman mendalam

tentang proses politik.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA



62

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2018). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan
Umum.

Dr. Teguh Setyabudi, M. (2023). Perkembangan Perekaman KTP-el dan
Penerapan ldentitas Kependudukan Digital. Rapat Koordinasi Tindaklanjut
Data Pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Dps Pemilu Tahun 2024. Jakarta:
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

Herawati, C., & Bakhri, S. (2019, April). Ketimpangan Pelayanan Kesehatan Dasar

n.p\Wol 4 No. 1, hal. 1.

e. Democratization in the Late Twentieth

dan Ekonomi di Wilayah Perba
Huntington, S. P. (1991). The Third
Century. Norman: University of
Indonesia. (2003). Undang-Undang
Pendidikan Nasional. Jakarta:

lahgna Press.

mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

retariat Negara.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomeor-25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Jakarta: Sekretaﬂm‘egggﬂ MA

Indonesia. (ZOTANJhH@Nf@lndang Nomor 23 TaMAN@Be%ng Pemerintahan
Daeralh~Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2021 .
Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta.



63

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus
Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di
Daerah Khusus. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. (2023). Peresmian Peluncuran Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Diambil kembali dari https://www.presidenri.go.id/transkrip/peresmian-
peluncuran-rancangan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-
rpjpn-2025-2045/

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019).

Visi, Misi Presiden dan Presiden RI. Diambil kembali dari

https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-
presiden-dan-wakil-presiden-ri
Najih, M. (2023). Peran Ombudsman

Birokrasi Pemerintahan Kela

an Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan

Punia. Kuliah Umum Pengembangan
Pendidikan Tinggi Hukum di Era Society 5.0. Jakarta: Ombudsman Republik
Indonesia.

Nurcholis, H., Kartono, D. T., &Ais 016).. Pembangunan Masyarakat Desa
dan Kota, Tangerang Se%tar?? lﬁi,}/;f{g{fg‘s Terbukar

Ombudsinan Republm ﬁMsia. (2023). Laporanmmg%mﬂ\budsman Republik
Indonesia Tahun 2021-2022. Jakarta: Ombudsman Repubtik-iridonesia.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S. M. (2023). Pelayanan Publik di Bidang
Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Mal Pelayanan Publik
(MPP) Digital. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil
Kemendagri.

Sinambela, L. P., & dll. (2017). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan
Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat. (2021). Ombudsman dan

Praktek Pelayanan Publik di Daerah. Nusa Tenggara Barat.



64

Referensi Website

Badan Pusat Statistik. (2022). Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) 2020-2022.
Diambil kembali dari https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-
partisipasi-sekolah-a-p-s-.html

Barizi, A. (2021). Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024 -
Perspektif Data Pemilih. Diambil kembali dari
https://jakartaselatan.kpu.go.id/berita/baca/7965/tingkatkan-partisipasi-
masyarakat-dalam-pemilu-2024-perspektif-data-pemilih

idtesis. (2018). Diambil kembali dari https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-pest-
analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pest-analysis/

Kementerian Keuangan. (2022). Diambil kembali dari Pemerintah Alokasikan
Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp608,3 Triliun:
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-

-2023-sebesar-rp608,3-t

kembali dari Jumlah Pemilih Pemilu 2024
Berdasarkan Usianya (Juli 2023):
https://databoks.katadata.ca.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-
2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial

Setyawan, H., & Andryanto, S. D. (2023, Februari). Diambil kembali dari Skor

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?:

utama/anggaran-pendidikan-ta
Muhamad, N. (2023). Data Boks. Dia

Kelompo

https://nasional.tempo. c%rﬁaﬂﬁW/skor indeks-persepsi-korupsi-

|ndones?AqQI -apa-sajasindikator-ipk=iai RVA
Widjajanio, A. (ZOZZ)wﬂhanan Nasional di Era %eo V—Diambil Kembali dari
https://www.lemhannas.go.id/images/2022/MATERI_KUP/10082022_Papu

a.pdf



1. ALURPIKIR

Masih rendahnva
kualitas pelayanan
publik guna
mendukung
konsolidasi
demokrasi dalam

rangka

pembangunan
nasional

Bagaimana Peningkatan

65

LAMPIRAN

RUMUSAN MASALAH

Pelayanan Publik Guna PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK GUNA MENDUKUNG KONSOLIDASI
Mendukung Konsolidasi DEMOKRASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Demokrasi Dalam Rangka

Pembangunan Nasional?

PERTANYAAN KAJIAN

Bagaimana Analisis Tingkat
Kualitas Pelayanan Publik
Dalam Mendukung
Konsolidasi Demokrasi?
Bagaimana Konsolidasi
Demokrasi dapat

Mendukung Pembangunan Pembangunan

Nasional? Nasional yang

Bagaimana Strategi . merata dan
NIUK MENEMUKAN = : i

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dalam AKEMARALAN DA

i SOLUSINYA
Rangka mencapai Tujuan

Pembangunan Nasional?

+ REGIONAL
* NASIONAL




1.

66

2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
Nama Lengkap Leni Milana
NIP/No. KARPEG | 197411081993112001
Jenis kelamin Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir

Palembang, 08 November 1974

Pangkat/Golongan | Pembina Utama Muda (1\V/c)
TMT CPNS 01-11-1993
TMT PNS 01-09-1995
; Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Mabatan Terkabl pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Agama Islam
Pesona Saw idenoe Cluster Citronella Blok B5 No. 2 Kel. Bedahan
Kec. Sawan po

Alamat Rumah/ No

Domisili gelv. S 4 TO0% 1 Ponsel
Email z lan mail.com

KTP 167103481174 /

NPWP 78.201.791.7-307.000

Jakarta|/1 Oktober 2023

LENI MILANA



